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TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK
tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktu
menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pa
dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Pe
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentan
Pembiayaan;

NGAN,

ayat (3)
010/2009
ir, perlu
sar Modal
meriksaan

g Lembaga

2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009

tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN
LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR.

BAB I
TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 1

Pemeriksaan merupakan
langsung mengumpulkan, mencart,
mengevaluasi data dan informasi
perusahaan pembiayaan infrastruktur.

mengo
mengenaj

Pasal 2

rangkaian kegiatan yang secara

lah, dan
kegiatan

Pemeriksaan perusahaan pembiayaan infrastruktur bertujuan

untuk:

a. menilai kepatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan di bidang perusahaan
infrastruktur; dan

b. memperoleh keyakinan yang memadal atas

peraturan

pembiayaan

kebenaran

substansi laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha.
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BABII
JENIS DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 3

Pemeriksaan perusahaan pembiayaaﬁ"li'nfrastruktur dilakukan:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

secara berkala paling sedikit satu pemeriksdan dalam 3
(tiga) tahun; dan/atau

setiap waktu bila diperlukan.

Pasal 4

Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a dilakukan terhadap:

a. seluruh aspek penyelenggaraan usaha |perusahaan
pembiayaan infrastruktur; atau

b. aspek tertentu dari penyelenggaraan usaha perusahaan
pembiayaan infrastruktur.

Pemeriksaan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan
usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. aspek kelembagaan;
b. aspek operasional; dan
c. aspek keuangan.

Pemeriksaan setiap waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b hanya dilakukan. terhadap aspek tertentu
dari penyelenggaraan usaha perusahaan |pembiayaan
infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pemeriksaan setiap waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) antara lain didasarkan atas hasil anaglisis laporan
keuangan dan laporan kegiatan usaha atau informasi yang
diperoleh Biro Pembiayaan dan Penjaminan patut diduga
penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan
infrastruktur menyimpang dari ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perusahaan | pembiayaan
infrastruktur. ‘

BABIII
PERENCANAAN DAN PELAPORAN PEMERIKSAAN

Pasal 5

Dalam rangka pemeriksaan perusahaan |pembiayaan
infrastruktur, Kepala Biro Pembiayaan dan| Penjaminan
menyampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan:

a. rencana pemeriksaan berkala; dan

b. laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaarn).
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

3.

Rencana pemeriksaan berkala ‘sebagaiman
pada ayat (1) huruf a untuk tahun’berikutnya
paling lambat setiap tanggal 15 Dleisember.

Laporan pelaksanaan kegiatan pémeriksaan
dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan |
tanggal 28 Februari tahun berikutnya.

BABIV |
TAHAPAN PEMERIKSAAN

Pasal 6
Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan sebag
a. persiapan pemeriksaan;
b. pelaksanaan pemeriksaan lapangan; dan
c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Persiapan pemeriksaan sebagaimana dimaksy
(1) huruf a dilakukan wuntuk menghasill
pemeriksaan yang didasarkan pada semua in
tersedia termasuk hasil analisis laporan ke
laporan kegiatan usaha.

Pelaksanaan pemeriksaan lapangan
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukd
perusahaan pembiayaan infrastruktur yang d
tempat perusahaan pembiayaan
melaksanakan kegiatannya, dan apabila dia
dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak
terkait dengan perusahaan yang diperiksa.

Penyusunan laporan hasil pemeriksaan
dimaksud pada ayat (1) huruf c"dilakukan
data atau keterangan yang diperoleh se
pemeriksaan berlangsung dan selanjutnya
dalam kertas kerja pemeriksaan setelah
pemeriksaan lapangan berakhir.

Pasal 7

Biro Pembiayaan dan Penjaminan melakukan
untuk memastikan bahwa perusahaan

infrastruktur yang diperiksa telah melaksanakan
direkomendasikan dalam laporan hasil pemeriksas

BAB V
TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 8

Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa
surat perintah pemeriksaan dan surat pé€
pemeriksaan.

(1)

a dimaksud
disampaikan

sebagaimana
paling lambat

ral berikut:

id pada ayat
an  program
formasi yang
nangan dan

sebagaimana
n di kantor
iperiksa atau
infrastruktur
anggap periu
ketiga yang

sebagaimana
berdasarkan
lama proses

dituangkan
pelaksanaan

pengawasan
pembiayaan
hal-hal yang
in final.

berdasarkan
mberitahuan
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(4)

(1)

(2)

(4)

-4

Surat perintah pemeriksaan da;f; surat pe¢mberitahuan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pa
ditandatangani oleh Kepala Biro
Penjaminan atas nama Ketua‘RBadan Per

Modal dan Lembaga Keuangan.

Surat pemberitahuan pemeriksaafl sebagaimdg

la ayat
Pembiayaan

(1}
dan
gawas Pasar

na dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada) perusahaath pembiayaan
infrastruktur vang diperiksa dan harus sudah diterima

paling lama satu hari kerja sebelum

pemeriksaan lapangan.

dilaksanakan

Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu
menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan apabila
penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan diduga

mengakibatkan perusahaan pembiayaan |infrastruktur

akan melakukan:

a. tindakan untuk mengaburkan keddaan yang
sebenarnya; dan/atau

b. tindakan untuk menyembunyikan data| keterangan,
atau laporan yang diperlukan dalam |pelaksanaan
pemeriksaan.

Pasal9
Dalam hal pemeriksaan dilakukéin dengan penyampaian
terlebih  dahulu surat pemberitahuan |pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), pemeriksa

harus menunjukkan surat perintah pemeriksg
dimulainya pemeriksaan lapangan.

Dalam hal pemeriksaan dilakukan tanpa
terlebih dahulu surat pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4
harus menunjukkan surat pemberitahuan
dan surat perintah pemeriksaan pada saa
pemeriksaan lapangan. -

Dalam hal pemeriksa tidak dapat memenu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ats
perusahaan pembiayaan infrastruktur yang al
berhak untuk menolak dilakukan pemeriksaan

Pemeriksa harus memberikan  penjelad
perusahaan pembiayaan infrastruktur vyas
mengenal maksud dan tujuan pemeriksaajy
dimulainya pemeriksaan lapangan.

Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa be

a. memeriksa dan/atau meminjam buku,
dokumen pendukungnya termasuk keha
dari pengolahan data atau media ko
perangkat elektronik pengolah data lainnyz

mendapatkan keterangan lisan dan/atau
perusahaan pembiayaan infrastruktur yan

lan pada saat

penyampaian
pemeriksaan
1), pemeriksa
pemeriksaan
L dimmulainya

hi ketentuan
- ayat (2),
can diperiksa
.

an kepada
1g  diperiksa
n pada saat

rhak:
catatan, dan
pran  (output)
mputer dan
1]

tertulis dari
r diperiksa;




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
i

(6)

(1)

2)

T
B

-5

memasuki tempat atau f’uangan y
merupakan tempat menyimpan dokumen,

ang diduga
atau barang

yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan

perusahaan pembiayaan infrastruktur ya
dan K

mendapatkan keterangan dan/atau
diperlukan dari pihak ketiga vyang
hubungan dengan perusahaan
infrastruktur yang diperiksa.

Pemeriksa harus merahasiakan data dan/ata

ng diperiksa;

data yang
mempunyai
pembiayaan

n keterangan

yang diperoleh selama pemeriksaan terhadap pihak yang

tidak berhalk.

Pasal 10

Perusahaan pembiayaan
dilarang menolak dan/atau menghambat
proses pemeriksaan.

Perusahaan pembiayaan infrastruktur

infrastruktur yang diperiksa

kelancaran

dianggap

menghambat kelancaran proses pemeriksaan apabila:

a. Perusahaan pembiayaan infrastruktur tidak bersedia:

1. memenuhi permintaan uif.ituk memberikan atau
meminjamkan buku, catatan, dan dgkumen yang
diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;

2. memberikan keterangan vyang diperlukan secara
tertulis dan/atau lisan,;

3. memberi kesempatan kepada pemdriksa untuk
memasuki tempat atau ruangan yang dipandang
perlu;

4. memberikan keterangan : dan/atau | data yang
diperlukan dari pihak ketiga yang| mempunyai
hubungan dengan  perusahaan | pembiayaan
infrastruktur yang diperiksa; dan/ataul

b. meminjamkan buku, memberikan catatan, dokumen
atau keterangan yang tidak benar.
Pasal 11
Pemeriksaan  dilaksanakan - berdasarkam  pedoman

pemeriksaan yang paling kurang memuat:
penentuan objek pemeriksaan;
prosedur dan program pemeriksaan;
penyusunan kertas kerja pemeriksaan;
pelaporan pemeriksaan;

pengendalian pemeriksaan; dan

-0 oo g

tindak lanjut pemeriksaan.
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(2) Pedoman pemeriksaan perusahaan pembiayaan
infrastruktur ditetapkan sebagaimana dimpksud dalam
Lampiran yang merupakan bagian jyang tidak
terpisahkan dari Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari RO12

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan,

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001

sesuai dengan aslinya
3 pagian Umum
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LAMPIRAN

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS
PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : PER-02/BL/2012

TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR




LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bape
Nomor  :PER-02/
Tanggal .. : 29 Febry

PEDOMAN PEMERIKSAAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

BAB I
PENDAHULUAN

Latar belakang

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan infra
Indonesia, Pemerintah mendorong peran serta pihak swast
lembaga keuangan multilateral dalam pembangunan infrastrul
mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private R
Peran serta pihak swasta tersebut diperlukan untuk memobilis

sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan

pembangunan proyek infrastruktur.

Untuk mendukung keterlibatan pihak swasta dalam

pembangunan  proyek infrastruktur tersebut, Pemerin

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentar
Pembiayaan yang merupakan penyempurnaan dari Keputus:
Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Selanjutry
Keuangan pada tanggal 27 Mei 2009 telah menerbitkan Peratu
Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan
Infrastruktur yang merupakan peraturan pelaksanaan dar
Presiden Nomor 9 Tahun 2009.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PM
tersebut, kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur

a. pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk
infrastruktur; ,

b. refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain

c. pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yan

dengan pembiayaan infrastruktur.

Selain itu, untuk mendukung kegiatan usaha tersebut di atas,
pembiayaan infrastruktur dapat pula melakukan:

a. pemberian dukungan kredit (credit enhancement),
penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur;

b. pemberian jasa konsultasi (advisory services);

c. penyertaan modal (equity investment);

d. upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan

infrastruktur; dan/atau

kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan
infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Menteri Keud

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuar
100/PMK.010/2009, pembinaan dan pengawasan terhadap
pembiayaan infrastruktur dilakukan oleh Menteri Keuangan. Da
melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut, Menter
melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan infr:

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KN
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuang
347 /KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Peja

pam dan LK
BL/2012
jari 2012

istruktur di
a termasuk
ctur melalui
Partnership).
asi sumber-
pembiayaan

pembiayaan
tah  telah
1g Lembaga
an Presiden
wva, Menteri
ran Menteri
Pembiayaan
Peraturan

K.010/2009
meliputi:
pembiayaan

; dan/atau
g berkaitan

perusahaan

termasuk

pembiayaan

pembiayaan
Angan.

gan Nomor
perusahaan
am rangka
1 Keuangan
astrulketur.

MK.01/2010
nn Nomor
bat Eselon |
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Tanggal : 29 Febryari 2012

di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri
Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menterj Keuangan,

pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan infrastruktur
kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembag

ilimpahkan
Keuangan

(Bapepam dan LK). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Ketiya Bapepam

dan LK Nomor KEP-487/BL/2010 tentang Pelimpahan Wewe
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Untuk dan Atas

ng Kepada
ama Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Menandatangani
Surat dan atau Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar [Modal dan
Lembaga Keuangan, Ketua Bapepam dan LK mendelegasikan kewenangan

pemeriksaan terhadap Perusahaan Pembiayaan
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan.

Maksud dan Tujuan
1.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pemeriksaan meliputi Organisasi Pq

Proses Pemeriksaan, Dokumentasi Pemeriksaan, dan P
Pemeriksaan.
1. Organisasi Pemeriksaan

Infrastruk

Maksud
Pedoman  Pemeriksaan  Perusahaan
(Pedoman  Pemeriksaan) dimaksudkan sebagai acy

CUr

kepada

Pembiayaan Infrastruktur

melaksanakan pemeriksaan perusahaan pembiayaan infrastruktur.

mencakup pedoman stan
persiapan, pemeriksaan

Pedoman Pemeriksaan ini
melakukan  perencanaan,

an dalam
dar dalam
lapangan,

penyusunan laporan, tindak lanjut, dokumentasi, dan pengendalian

atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukan terhadap
Pembiayaan Infrastruktur (PPI).

Perusahaan

Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa dapat menggunakan
pertimbangan profesional (professional judgement) dalam menentukan
prosedur pemeriksaan yang akan diambil untuk mencapai tujuan

pemeriksaarn.
Tujuan

Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menilai kepatuhan P
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

Pembiayaan Infrastruktur dan memperoleh keyakinan yarp
atas kebenaran substansi laporan keuangan dan lapors
usaha.

Organisasi Pemeriksaan meliputi Penanggung Jawab Peme
Tim Pemeriksa Lapangan yang terdiri dari Penyelia Pemerik
Tim Pemeriksaan, dan Anggota Tim Pemeriksaan, yang ma
mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan tugas.

Proses Pemeriksaan

Proses Pemeriksaan merupakan seluruh kegiatan yang
dengan pelaksanaan pemeriksaan terhadap PPI. Proses H
meliputi Perencanaan Pemeriksaan,
Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan,

Pemeriksaan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

PI terhadap
Perusahaan
g memadai
an kegiatan

emeriksaan,
engendalian

riksaan dan
saan, Ketua
5ing-rnasing

r  berkaitan

P

emeriksaan

Persiapan  P¢meriksaan,
Penyusunan Laporan Hasil
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Bagan arus kegiatan pemeriksaan secara keseluruhan adalah sebagai
berikut:
-——y»( MULAI ) A
\ 4
Laparan Periodik PP poelakiikan
b 4

Melakukan analisis
atas Laporan Periodik,
Surat Pengaduan, dan

informasi lain yan
diperoleh BapapamLK

Y

tidak Hasil Analisis

—— ]

Menyusun Rencana
Pemeriksaan (RP)

A4

Rencana Pemariksaan

Kepala Biro
etuju?

ya

¥

Surat Perintah
Pemerlksaan (Sprint)

Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan (SPP)

Melakukan Persiapan
Perneriksaan

Y

Pokumen-dokumen
Pemeriksaan

Dokumen-gakumen
hasil pemeriksaan

Menyusun LHPS -

<= 30 hari ketja

LHFPS

Menyampaikan dan
meminta tanggapan
atas LHSg kepada

I

<=z 15 hari kerla

Ada ~ Pembahasap LHPS
{ P
tanggapan? a—p dg%}?a?%ré IS'
//’

k4

tidak Menyusun L HPF
[

Y

Ada

yahe \\@anggy e tidak

ekomendasi
ya
L 4
Monitoring
Pengenaan Sanksi pelaksanaan
: rekomendasi
tidak |

o

i

¥

7 Menyusun dan
menyimpan seluruh
dokumen terkait

pemeriksaan secara ragi

i
( SELESAI )
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3. Dokumentasi Pemeriksaan

Seluruh data, informasi, dan kegiatan pemerikshan harus
didokumentasikan dengan baik untuk selanjutnya dokumén-dokumen
tersebut disimpan dengan cara yang sistematis sechinjgga mudah
diperoleh kembali apabila dipertukan.

4. Pengendalian Pemeriksaan

Untuk memastikan agar tujuan kegiatan pemeriksaan dapat tercapai,
perlu dilakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang
dilakukan selama proses pemeriksaan, mulai dari penyusunan
rencana pemeriksaan sampai dengan kegiatan tindak lanjut hasil
pemeriksaan.

Dasar Hukum Pemeriksaan

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap
PPI adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan; dan ‘

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.




Organisasi Pemeriksaan meliputi Penanggung Jawab Pemeriksasg
Pemeriksa Lapangan yang terdiri dari
Pemeriksaan, dan Anggota Tim Pemeriksaan, yang masing-masing
tanggung jawab, wewenang, dan tugas. Selain itu Ketua Tim Peme
Anggota Tim Pemeriksaan juga harus memenuhi bebérapa persy
diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemeriksaan. Ada

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor
Tanggal

: PER-02/

-5-

BABIl
ORGANISASI PEMERIKSAAN

Penyelia Pemeriksaan,

BL/2012

: 29 Februyari 2012

in dan Tim
Ketua Tim
mempunyai
riksaan dan
aratan yang
pun uraian

tanggung jawab, wewenang, dan tugas Organisasi Pemeriksaan adalah sebagai

berikut:
1.

Penanggung Jawab Pemeriksaan

Penanggung Jawab Pemeriksaan adalah Kepala Biro Pembi
Penjaminan, Bapepam dan LK.

Tanggung jawab, wewenang, dan tugas Penanggung Jawab 1
adalah sebagai berikut: =

a.

Tanggung Jawab :
Penanggung Jawab  Pemeriksaan  bertanggung  jg
terselenggaranya pemeriksaan terhadap PPI. sesuail den
Pemeriksaan.

Wewenang

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut di atas,
Jawab Pemeriksaan berwenang untuk melakukan hal-
berikut:

iayaan dan

Pemeriksaan

iwab  atas
gan Tujuan

Penanggung
hal sebagai

1) menjabarkan kebijakan yang berhubungan dengan pemeriksaan;

2} menetapkan Rencana Kegiatan Pemeriksaan untuk 1
(berkala) dan/atau Rencana Kegiatan Pemeriksaan set

3) menetapkan susunan Penyelia

Pemeriksaan, Ketua

satu} tahun
ap waktu;

Tim

Pemeriksaan, dan Anggota Tim Pemeriksaan atas nama Ketua

Bapepam dan LK, termasuk perubahannya;

4)° menetapkan dan menandatangani Surat Perintah P
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, Surat Perintah

cmeriksaan,
Perjalanan

Dinas, dan surat konfirmasi atas nama Ketua Bapepam dan LK,

5) menetapkan dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan

Sementara dan Laporan Hasil Pemerlksaaﬁ Final atas
Bapepam dan LK;

6) menerima atau menolak tanggapan atas
Pemeriksaan Sementara yang diajukan oleh PPI;

Lap

7) menghentikan Proses Pemeriksaan;

8) melakukan perpanjangan waktu pemerlksaan lapang
diperiukan,;

nama Ketua

pran  Hasil

an apabila

9) menetapkan pelaksanaan tindak lanJu‘r atas Laporan Hasil

Pemeriksaan Final; dan

10) menetapkan laporan pelaksanaan keg1atan pemeriks

atau pemeriksaan setiap waktu.

nan herkala




Titn Pemeriksa Lapangan

Tim Pemeriksa Lapangan terdiri dari Penyelia Pemeriksaan,
Pemeriksaan,
mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan tugas.

a.

Tugas

Dengan kewenangan tersebut di atas, Penanggung Jawab P
melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

Penyelia Pemeriksaan
Penyelia Pemeriksaan adalah Kepala Bagian Lembaga |
Khusus. Tanggung jawab, wewenang, dan tugas Penyelia P
adalah sebagai berikut:

1)

2)
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emeriksaan

membahas konsep Rencana Kegiatan Pemeriksaan gyntuk satu
tahun (berkala) dan/atau Rencana Kegiatan Pemeriksaan setiap

waktu bersama Penyelia Pemeriksaan;

memberikan petunjuk kepada Penyelia Pemeriksaan

mengenai

hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan atau

kebijakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan,
membahas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Sem

rritara dan

Laporan Hasil Pemeriksaan Final dengan Penyelia Pemeriksaan,

Ketua Tim Pemeriksaan, dan Anggota Tim Pemeriksaan

membahas tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan
dengan PPI,

menyampaikan laporan pelaksanaan . kegiatan p

berkala atau pemeriksaan setiap waktu kepada Ketu
dan LK; dan

b

Sementara

emeriksaan
h Bapepam

1.
melakukan pengawasan dan evaluasi @ terhadap pglaksanaan

seluruh kegiatan pemeriksaan.

dan Anggota Tim Pemeriksaan,

Tanggung Jawab

Penyelia Pemeriksaan bertanggung jawab atas
penyelenggaraan seluruh kegiatan pemeriksaan tes
sesuai dengan Rencana Kegiatan Pemeriksaan untuk
(berkala) dan/atau Rencana Kegiatan Pemeriksaan seti

Wewenang

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut

Pemeriksaan berwenang untuk melakukan hal-hal

berikut:
a) mengusulkan Rencana Kegiatan Pemeriksaan 1
tahun (berkala) dan/atau - Rencana Kegiatan B
setiap waktu;
b) mengusulkan Ketua Tim Pemeriksaan dan Ag
Pemeriksaan; B,
c) mengusulkan perubahan susunan Ketua Tim B
dan Anggota Tim Pemeriksaan, apabila diperlukan;

d) mengambil kebijakan yang diperlukan untuk

Ketua Tim

yvang maging-masing

Pernbiayaan
emeriksaan

kelancaran
hadap PPI
satu tahun,
ahp walktu.

, Penyelia
sebagai

intuk satu
emeriksaan

1ggota Tim
emeriksaan

mengatasi

permasalahan yang timbul dalam proses pemeriksaan;




3)
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e) melakukan wawancara dengan PPI;
f) mengusulkan untuk menghentikan pemeriksaan;
g) mengusulkan untuk memperpanjang waktu pemeriksaan
lapangan, apabila diperlukan;
h) menandatangani Berita Acara Pembanasan Laporan Hasil
Pemeriksaan Sementara; dan f{«
i) menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Semjentara dan
Laporan Hasil Pemeriksaan Final.
Tugas

Dengan kewenangan tersebut, Penyelia Pemerlksaan
tugas-tugas sebagai berikut: .

a)

b}

g)

menyusun konsep Rencana Kegiatan Pemerlksaan
tahun (berkala) dan/atau Rencana ' Kegiatan R
setiap waktu;

menyampaikan konsep Rencana I{eglqtan Pemerik
satu tahun (berkala) dan/atau Rencana Kegiatan H
setiap waktu kepada Penanggung Jawab Pemeriksa

menentukan ruang lingkup pemerlksaan
menentukan pengalokasian waktu pemeriksaan;

mengajukan konsep Surat Perintah Pemeriks
Pemberitahuan Pemeriksaan, Surat Perintah
Dinas, dan jika diperlukan dapat mengajy
konfirmasi kepada Penanggung Jawab Pemeriksaa

menelaah Persiapan Pemeriksaan sebelum §

Pemeriksaan Lapangan;

memberikan arahan kepada Ketua Tim Pemer
Anggota Tim Pemeriksaan mengenai hal-hal
mendapat perhatian khusus dalam pemeriks
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerik

memantau dan mengawasi kelancaran Proses H
dan kesesuaiannya dengan Pedoman Pemeriksaan

memastikan ketaatan T1m Pemerlkba Lapanga
Pedoman Pemeriksaan;

memberikan petunjuk dan solusi:: kepada
Pemeriksaan dan Anggota Tim ~ Pemeriksad
mengalami kesulitan dan kendala dalam Proses Pe

memaraf Lembar Kerja Pemeriksa;

melakukan

untuk satu
emeriksaan

saan untuk
emeriksaan
RATL

bl

aan, Surat
Perjalanan
kan surat
n;

elaksanaan

iksaan dan
rang harus
aan  untuk
saan;

emeriksaan.
n terhadap

Ketua Tim
in  apabila
meriksaan;

menelaah dan menyetujul Kertas Kerja Pemerniksaan;
memastikan Laporan Hasil Pemerlksaan disusun berdasarkan

Kertas Kerja Pemeriksaan;

memeriksa konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan

Laporan Hasil Pemeriksaan Final; b

membahas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan
dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan  Fin

Sementara
al  dengan

Penanggung Jawab Pemeriksaan, Ketua Tim Pemeriksaan,
dan Anggota Tim Pemeriksaan, apabila Penanggung Jawab
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Pemeriksaan membutuhkan penjelasan unfuk dapat
menyetujui atau menolak laporan-laporan tersebuf;

p) memberikan masukan  kepada = Penanggung  Jawab
Pemertksaan dalam menetapkan kebijakan guna
menindaklanjuti tanggapan PPl atas Lapqran Hasil
Pemeriksaan Sementara;

q) membahas tanggapan atas Laporan Hasil Hemeriksaan

Sementara dengan PPI;

memantau dan mengusulkan pelaks.c.}naan tindak]
Laporan Hasil Pemeriksaan Final; ‘

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sely
Pemeriksaan dan melaporkan hasil evaluasi tersq
Penanggung Jawab Pemeriksaan; dan”
t) menyampaikan konsep laporan ‘pelaksanaan
pemeriksaan berkala atau kegiatan pémeriksaan s
kepada Penanggung Jawab Pemeriksaan.
Ketua Tim Pemeriksaan :
Ketua Tim Pemeriksaan adalah Kepala Subbagian
Pembiayaan Khusus IIl atau Kepala Subbagian lain di Bagij
Pembiayaan Khusus yang ditunjuk oleh Kepala Biro PemH
Penjaminan atas nama Ketua Bapepam dan LK, selaku |
Jawab Pemeriksaan.

Tanggung jawab, wewenang, tugas, dan persyaratan

Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1) Tanggung Jawab

Ketua Tim Pemeriksaan bertanggung jawab atas
seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Tim Pemerild
diketuainya.

2) Wewenang

Untuk melaksanakan tanggung jawab  tersebut,
Pemeriksaan berwenang untuk melakukan hal-hal sebg

a) melakukan pembagian tugas Anggota Tim Pemerik

b) melakukan wawancara dengan PPI;

¢) menentukan dokumen-dokumen vang berhubun
pemeriksaan untuk dipinjam dan/atau diminta;

d) menandatangani Berita Acara Penolakan Pemerik
Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksd

e) menandatangani Berita Acara Penundaan Pemerik

fy menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

g) menandatangani Berita Acara Penolakan Penan
Berita Acara Pemeriksaan; _j

h) mengusulkan kepada Penyelia = Pemeriksas

menghentikan atau memperpanjang waktu

Pemeriksaan Lapangan, apabila diperlukan;

memaraf Lembar Kerja Pemeriksa;

lanjut atas

ruh Proses
but kepada

)} kegiatan
etiap waktu

Lembaga
hn Lembaga
iayaan dan
Penanggung

Ketua Tim

elaksanaan
saan yang

Ketua Tim
gai berikut:

saan;

ban dengan
saan/Berita

an;
saan;

datanganan

AP untuk
‘elaksanaan
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j) memaraf Kertas Kerja Pemeriksaan;
k) menandatangani Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil
Pemeriksaan Sementara; dan
1) menandatangani Laporan Hasil Pemenksaan Sementara dan
Laporan Hasil Pemeriksaan Final.
3) Tugas

Dengan kewenangan tersebut, Ketua Tim Pemeriksaan
tugas-tugas sebagai berikut:

a)

b)

c)
d)

€)

i)

gl
h)

i)

j)

k)

4} Persyaratan

melakukan

memastikan ketaatan Anggota Tim = Pemeriksaan terhadap

Pedoman Pemeriksaan;

ikut aktif melakukan pemeriksaan;

melakukan koordinasi atas pelaksanaan tugas Anggota Tim

Pemeriksaan;

bersama dengan Anggota

Tim Pemeriksaan menentukan

besarnya sampel yang akan diambil dalam pemeriksaan;

memantau setiap perkembangan pemeriksaan;

menelaah dan memeriksa Kertas Kerja Pemeriksaan yang

dibuat Anggota Tim Pemeriksaan,;

membuat Lembar Kerja Pemeriksa;

mengajukan konsep surat konfirmasi (bila diperlukan) kepada

Penyelia Pemeriksaan;

membuat konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan

Laporan Hasil Pemeriksaan Final secara tepat wak

membahas tanggapan atas
Sementara dengan PPI; dan

[u;

Laporan Hasil PRemeriksaan

memastikan semua dokumen yang berhubungan dengan

pemeriksaan telah diarsip dengan rapi.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat ditunjjuk sebagai

Ketua Tim Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a)
D)

c)

d)

mampu mengkoordinasikan Anggota Tim Pemeriksaan dalam

pelaksanaan pemeriksaan;

memiliki  pengetahuan  yang cﬁkup dalamm  bidang
pemeriksaan; H

memiliki pengetahuan yang Cukupf mengenai| ketentuan
peraturan perundang-undangan dii bidang [Perusahaan

Pembiayaan Infrastruktur;

memiliki pengetahuan yang cukup tentang penyglenggaraan

usaha yang dilakukan PPI; o

mampu melakukan analisis atas laporan ke
laporan kegiatan usaha PPI; dan

bertanggung jawab dan dapat bekerja sama deng
Pemeriksaan.

angan dan

an Penyelia
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Anggota Tim Pemeriksaan

Anggota Tim Pemeriksaan adalah pegawail “Biro Pembi
Penjaminan atau pihak lain yang ditunjuk oleh K
Pembiayaan dan Penjaminan atas nama Ketua Bapepaj
selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan.

Tanggung jawab, wewenang, tugas,

dan pé‘ifsyaratan At
Pemeriksaan adalah sebagai berikut: g

1) Tanggung Jawab |

Anggota Tim Pemeriksaan bertanggung ja\_;&éab atas isi Lg
Pemeriksa dan Kertas Kerja Pemeriksaan.

2) Wewenang

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Ar
Pemeriksaan berwenang untuk melakukan hal-hal seba

a) melakukan wawancara dengan PPI;

b) meminta dan/atau meminjam dokumen-dokumer
data pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Lapang

c} melakukan pengembangan hasil temuan urp
memperoleh keyakinan atas temuan tersebut; dan

d) menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Sem
Laporan Hasil Pemeriksaan Final."

3) Tugas

Dengan kewenangan tersebut, Anggota Tim P

melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

a) membuat analisis pendahuluan dan kuesioner pen

b) melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan
Pemeriksaan; '

¢) menyiapkan dokumen-dokumen dan/atau data
yang diperlukan dalam Proses Pemeriksaan,;

d) mengusulkan kepada Ketua Tim Pemeriksaan unti
dan/atau meminjam dokumen-dokumen dan
pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;

€} bersama dengan Ketua Tim Pemeriksaan 1
besarnya sampel yang akan diambil dalam pemerik

f) ~membuat Lembar Kerja Pemeriksa;

g) membuat dan memaraf Kertas Kerja Pemeriksaan;

h) membuat konsep surat konfirmasi bila diperlukan;

i) membantu Ketua Tim Pemeriksaan menyust
Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan Lag
Pemeriksaan Final secara tepat waktu,

y a8
j) membahas tanggapan atas Laporan Hasil P
" Sementara bersama PPI; dan
- k) melakukan pengarsipan atas semua dokume

dan/atau data pendukung yang berhubungg
pemeriksaan dengan rapi.

am dan LK
BL /2012
ari 2012

ayaan dan
epala  Biro
n dan LK,

1ggota Tim

mbar Kerja

1ggota  Tim
pai berikut:

1 dan/atau
An;

?

1ituk  lebih

entara dan

emeriksaan

eriksaan;

Pedoman
pendukung

ik meminta
atau data

renentukan
saan;

i konsep
oran Hasil

emeriksaan

n-dokumen
in dengan




4) Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat ditun]
Anggota Tim Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a)

b)
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memiliki  pengetahuan  yang cukup dalar
pemeriksaan;
memiliki pengetahuan yang cukup mengenai

perundang-undangan di bidang Perusahaan R
Infrastruktur,

memiliki pengetahuan yang cukup tentang penys
usaha yang dilakukan PPI;

mampu melakukan analisis atas laporan keud
laporan kegiatan usaha PPI; dan

bertanggung jawab dan dapat bekerja sama dengan

Pemeriksaan dan Anggota Tim Pemeriksaan lainnya

9

L.

am dan LK _
BL /2012
ari 2012

uk sebagai

bidang

ketentuan

Pembiayaan
lenggaraan

hngan dan

Ketua Tim
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BAB III
PROSES PEMERIKSAAN

Proses Kegiatan Pemeriksaan

Proses Pemeriksaan merupakan seluruh kegiatan. yang berkai
pelaksanaan pemeriksaan terhadap PPl yang terdiri dari P
Pemeriksaan, Persiapan Pemeriksaan, Pelaksanaan Pemeriksaar
Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan, dan' Tindak L4
Pemeriksaan. v

1.

Perencanaan Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan PPl perlu direncanakan dengan
pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terhadap PPl dapat berjd
efisien dan efektif. Untuk itu, pengalokasian sumber day

vam dan LK
BL/2012
ari 2012

tan dengan
Erencanaarn

Lapangan,
njut Hasil

baik agar
lan dengan
n manusia,

anggaran, dan waktu perlu dilakukan dengan cermat agar tujuan

kegiatan pemeriksaan dapat dicapai.

Perencanaan Pemeriksaan mencakup penyusunan Rencarn
Pemeriksaan berkala PPl untuk satu tahun tertentu dan/at4
Kegiatan Pemeriksaan setiap waktu, penentuan Objek Pe
penentuan Tim Pemeriksa Lapangan, penentuan Jang
pemeriksaan, pembuatan Surat Perintah Pemeriksaan, dan
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.

a. Rencana Kegiatan Pemeriksaan

Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan atas nd

Bapepam dan LK menetapkan Rencana Kegiatan P
untuk satu tahun (berkala) dan/atau Rencana
Pemeriksaan setiap waktu yang diajukan oleh
Pemeriksaan. :

Rencana Kegiatan Pemeriksaan untuk satu tahun
sudah harus selesai disusun dan disampaikan oleh H
Pembiayaan dan Penjaminan kepada Ketua:-Bapepam da

a Kegiatan
Al Rencana
meriksaan,
rka waktu
pembuatan

ima Ketua
emeriksaan
Kegiatan
Penyelia

berikutnya
(epala Biro
n LK paling

lambat tanggal 15 Desember. Sementara .itu, Rencanja Kegiatan

Pemeriksaan setiap waktu sudah harus selesai disust
hari kerja sebelum pemeriksaan dimulai. :

Rencana Kegiatan Pemeriksaan PPI berfungsi sebagai:
1)
2)

3) pedoman penggunaan sumber daya rﬁanusia, ang
waktu untuk kegiatan pemeriksaan.

pedoman pemilihan objek Pemeriksaan;

pedoman penetapan ruang lingkup pemeriksaan; da

Rencana Kegiatan Pemeriksaan berkala PPl untuk s
tertentu atau Rencana Kegiatan Pemeriksaan set
mencakup antara lain:

1) perusahaan yang akan diperiksa;

2) hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak Ia
pemeriksaan;

3) perkiraan waktu pemeriksaan; dan

im S (lima)

In

garan, dan

jatu tahun
jap waktu

injut hasil




b.

4)

Contoh format Rencana Kegiatan Pemeriksaan terda
Formulir 1.

Tata Cara Penentuan Objek Pemeriksaan

Objek Pemeriksaan
Pemeriksaan untuk satu tahun tertentu mempert1mba
hal sebagai berikut:

1)

2)
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kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran pen

adalah semua Pf’l Penentu

Pemeriksaan Berkala
a) ketersediaan jumlah pemeriksa.

b) tingkat risiko yang dihadapi oleh PPI.
mengenai tingkat risiko tersebut antara lain dip
hasil analisis laporan keuangan dan laporaf
usaha PPl serta informasi lain yang diperoleh
pemeriksaan periode sebelumnya.

c) penetapan Objek Pemeriksaan oleh Penanggy
Pemeriksaan yang disertai dengan pertimbang
urgensinya.

d) hasil pemantauan atas pelaksanaan Tindak L3
Pemeriksaan.

Pemeriksaan Setiap Waktu

Pemeriksaan setiap waktu dilakukan terhadap asp

dari penyelenggaraan usaha PPl berdasarkan perx

sebagai berikut:

a) Informasi Pihak Ketiga

Informasi dari pihak ketiga dapat dijadikan selj
dilakukannya pemeriksaan setiap waktu.
dapat berupa laporan pengaduan secara tertul
tidak tertulis atas PPl, dan informasi yang b
media massa cetak maupun elektromk te
Informasi dari pihak ketiga ini perlu dilakuk:
{check dan cross check) agar dapat diketah
kebenaran dan keakuratannya. '

b) Hasil Analisis

Hasil analisis merupakan informasi yang dip
analisis atas laporan keuangan tiriwulanar
keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akun
dan laporan kegiatan usaha PPl yang dilak
Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus.

Pemeriksaan setiap waktu dapat dilakukan apahila
analisis terhadap informasi pihak ketiga maupu
keuangan triwulanan, laporan keuangan tahunan
diaudit oleh akuntan publik, dan laporan kegiatan y
diduga bahwa penyelenggaraan usaha PPI menyii
ketentuan  peraturan perundang-undangan ¢
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Per

Informasi

am dan LK
BL /2012
ari 2012

neritksaan.

pat dalam

an Objek
ngkan hal-

timbangan
eroleh dari
n kegiatan
dari hasil

ing Jawab
an tingkat

anjut Hasil

ek tertentu
timbangan

pagal dasar
ini
IS maupun
erasal dari
rkait PPI.
hn analisis
ui tingkat

eroleh dari
1, laporan
tan publik,
ukan oleh

i dari hasil
in  laporan
yang telah
saha patut
npang dari
li bidang




C.

d.
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Tata Cara Penentuan Tim Pemeriksa Lapangan

Tim Pemeriksa Lapangan dibentuk sétiap akan

: PER-02/BL/2012

hri 2012

dilakukan

pemeriksaan terhadap PPI. Keanggotaan Tim Pemeriksga Lapangan
ditetapkan oleh Kepala Biro Pembiayaan':dan Penjamhinan atas

nama Ketua Bapepam dan LK,
Pemeriksaan berdasarkan pertimbangan antara lain:

1)
2)
3)

jenis pemeriksaan;
ruang lingkup pemeriksaan; dan

ketersediaan sumberdaya manusia,
pemeriksaan.

Tata Cara Penentuan Waktu Pemeriksaan

Jumlah hari pelaksanaan pemeriksaan

ditentukan

selaku Penanggung Jawab

anggaran, dan waktu

dengan

memperhatikan jenis pemeriksaan, ruang lingkup pgmeriksaan,

dan hasil analisis pendahuluan. Penentuan waktu yang
dalam rangka pemeriksaan terhadap PPl baik untuk p

diperlukan
emeriksaan

berkala maupun pemeriksaan setiap waktu mempertimbangkan

hal-hal sebagai berikut:

1)

pada saat pengajuan Surat Perintah Pemeriksaan.
2) Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan:
a)
b) kantor cabang, paling lama 5 (lima) hari kerja u
kantor cabang;
c)

diperpanjang.

3)

Persiapan Pemeriksaan telah selesai dilakukan paling lama

kantor pusat, paling lama 15 (lima belas) hari kerja;

ntuk setiap

dalam keadaan tertentu jangka waktu pemerikjsaan dapat

Penyampaian' Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara kepada

direksi atau pengurus PPl paling lama 30 (tiga puluh) hari

kerja setelah berakhirnya Pelaksanaan Pemeriksaan

4)
Hasil Pemeriksaan Final apabila:

a)
setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan
PPI tidak menyampaikan tanggapan; atau

b) PPI menyampaikan tanggapan yang isinya

Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara.

5) Dalam hal PPl menyampaikan tanggapan yang beris

atas Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara,

Lapangan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara akan menjddi Laporan

dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja

Sementara,

menyetujui

1 keberatan
dilakukan

pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dengan

PPI paling lama selama 10 (sepuluh) hari kerja sejal
diterima Bapepam dan LK.

6) Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Final pali

(sepuluh) hari kerja sejak ditandatanganinya B«

Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementaraj

¢ keberatan

ng lama 10
erita  Acara




c.

Persiapan Pemeriksaan
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Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan Suraf Perintah Pe

him dan LK

: PER—OQ/EL/QO]Q
1 29 Februari 2012

meriksaan

Sebelum Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangé{n terhadap FPI, Kepala
Biro Pembiayaan dan Penjaminan selaku Penanggung Jawab

Pemeriksaan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeri

ksaan dan

Surat Perintah Pemeriksaan atas nama Ketua Bapepam dan LK.

Contoh format Surat Pemberitahuan Pemeriksaan terddpat dalam

Formulir II.

Contoh format Surat
Formulir III.

Perintah Pemeriksaan terdapat dalam

Persiapan Pemeriksaan dilakukan sebelum Pelaksanaan Pgmeriksaan
Lapangan. Pada tahap ini dilakukan analisis pendahuluan melalui

penelaahan dokumen laporan keuangan triwulanan, lapora
usaha, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan

n kegiatan
informasi

lainnya untuk memperoleh pemahaman mengenai PPl dan untuk

mengetahui

aspek-aspek pemeriksaan yang perlu mendapatkan

perhatian khusus. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah

sebagai berikut:

a.

mengumpulkan data, informasi, dan dokumen yang gdiperlukan

dalam analisis pendahuluan antara lain:

1) data perizinan, susunan d1reks1/pengurus dan dewan
komisaris/pengawas, alamat PPI, pemegang saham/anggota,
dan data sanksi;

2} laporan keuangan triwulanan dan laporan kegiatan yusaha PPI,

3) laporan keuangan tahunan PPI yang telah diaudit kantor
akuntan publik; .

4) hasil analisis atas laporan keuangan triwulanan, laporan
kegiatan usaha, dan laporan keuangan. tahunan PPl|yang telah
diaudit; :

5) Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prmsup Mengendl Nasabah
PPI; dan

6) hasil analisis atas informasi dan laporan terkaitl PPl yang
diperoleh darl pihak lain.

menentukan pembag1an kerja atau tugas pemerlksaar atas Tim

Pemeriksaan.

membuat analisis dari data dan informasi yang diperoleh dalam

bentuk Hasil Analisis Pendahuluan.

Contoh format Hasil Analisis Pendahuluan terdapat dalam Formulir

IV,

membuat daftar pertanyaan atau kuesioner yang akan disampaikan

kepada PPL. Kuesioner yang telah diisi PPl ditandata
pemeriksa dan wakil dari PPL

ngani oleh

membuat Kertas Kerja Pemeriksaan awal secara umum secbagai

pendukung Hasil Analisis Pendahuluan

pemeriksaan:

yang

mencakup




3. Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan

Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dilakukan oleh Tim
Lapangan di kantor PPl atau tempat PPl melaksanakan ke
Apabila dianggap perlu dapat dilakukan konlirmasi kep
ketiga yang terkait dengan PPI yang d1per1ksa Pemeriksaan
terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu:

a.

)
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1)
2
3)

mempersiapkdn kelengkapan dokumen-dokumen yang d
selama pemeriksaan antara lain:

aspek kelembagaan;
aspek operasional; dan
aspek keuangan.

1) Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pem
Pemeriksaan;

2) Hasil Analisis Pendahuluan;

3) Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara
Pemeriksaan, dan Berita Acara Penundaan Pemeriks

4) Kertas Kerja Pemeriksaan; dan

5) Daftar Pertanyaan {kuesioner).

Aspek Kelembagaan

Aspek ini digunakan untuk menilai apakah manajg
mengelola PPl dari sisi kelembagaan dengan baik sest
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang B
Pembiayaan Infrastruktur. Penilaian aspek kelembagaan
antara lain terhadap:

anggaran dasar; i
2) izin usaha; |
3) kepengurusan,
4) sistem dan prosedur kerja;
5)  struktur organisasi; ,
6) sumber daya manusia; dan "
7) pengendalian internal.

Tujuan pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, dan doky
dipertukan untuk menilai aspek kelembagaan diuraik
berikut:

: PER-02/BL/2012
1 29 Februari 2012

libutuhkan

beritahuan

Penolakan
aan;

Pemeriksa
giatannya.
ada pihak

dilakukan

men telah
hai dengan
Perusahaan
dilakukan

hmen yang
an sebagai

1. Untuk memastikan bahwa anggaran dass

Tujuan
disusun sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di  bidang

Pembiayaan Infrastruktur dan setiap
anggaran dasar telah dilaporkan kepa
Keuangan.

2. Untuk memastikan bahwa PPl telah j
setiap pembukaan/penutupan kantor ¢
perubahan nama dan alamat kantor kepa
Keuangan.

ar PPI telah
peraturan
Perusahaan
perubahan
la Mentert

nelaporkan
abang dan
ida Menteri
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3.

‘undangan di

Untuk memastikan bahwa kepengurusan
sesuai dengan ketentuan peraturan o
bidang Perusahaan P
Infrastruktur.

Untuk memastikan bahwa kegiatan usah;

PPl telah
erundang-
embiayaan

h PPI telah

didukung oleh adanya struktur organisasi, sistem,

prosedur kerja, dan sumber daya man

usia yang

memadai dan mencerminkan adanya sistemn
pengendalian internal.
S “*::um wlw
! ,MA al i i[f
i ! et A R S AL . i mﬁmm )
1. Anggaran 1. Mmta akta notarls . Akta pendirian.
dasar pendirian dan anggaran |e Anggaran
dasar PPI, serta dasar PPl serta
perubahan anggaran perubahan-
dasar. perubahannya. °
2. Teliti anggaran dasar PPI |* Bulktl
untuk mengetahui pengpsahan
tentang: atau
o pernyataan
a. maksud dan tujuan penchtatan
perusahaan, dari
b. modal disetor Kemgnterian
perusahaan; Hukym dan
HAM|
c. pengesahan anggaran
dasar dari
Kementerian Hukum
dan HAM dan
pemuatan dalam :
Lembaran Berita
Negara;dan ;
, d. perubahan-
perubahan anggaran
dasar.
3. Pastikan seluruh
perubahan anggaran
dasar telah dilaporkan
kepada Menteri
Keuangan.
4. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.

2. | lzin usaha 1. Minta daftar kantor ¢ Daftar kantor
dan cabang. cabang.
pziil‘g%f;an 2. Pastikan seluruh e Anggaran
P pembukaan/penutupan dasat PPI serta
/penutupan kantor cabang, perubahan-
kantor perubahan nama, dan perubahannya.
cabang, perubahan alamat
perubahan kantor telah dilaporkan
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nama, dan kepada Menteri
perubahan Keuangan.
alamat . Buat Kertas Kerja
kantor Pemeriksaan.
Direksi/ . Minta daftar e Daftgr direksi/
pengurus direksi/pengurus dan penglirus dan
dan dewan dewan dewan
komisaris/ komisaris/pengawas. komigaris/
pengawas . Dalam hal terjadi pengawas.
perbedaan dengan daftar |e Anggaran
direksi /pengurus dan dasatr PPI serta
dewan perubahan-
komisaris/pengawas perubahannya.
yang dimiliki pemeriksa, |, gkt
minta akta notaris atas ‘ pelagoran
pengangkatan dan bulkti perubahan
pelaporfan kepada direksi/
instansi berwenang. penghirus dan
. Cek kepengurusan PPI dewan
apakah telah sesuai komigaris/
dengan ketentuan pengawas
peraturan perundang- kepadla instansi
undangan di bidang * berwenang.
Perusahaan Pembiayaan | Daftar riwayat
Infrastruktur: hidup anggota
a. terdapat paling direksi/
sedikit satu orang penglirus dan
anggota dewa‘\n ‘
direksi/pengurus. .. komisaris/
yang bepengalaman pengawas.

di bidang jasa
keuangan paling
kurang 2 tahun,

b. direksi/pengurus PPI
menetap di Indonesia;

c. direksi/pengurus PPI
tidak melakukan
perangkapan jabatan
secbagai
direksi/pengurus
pada PPl lain; dan

d. direksi/pengurus dan
dewan
komisaris/pengawas
PPI hanya melakukan
perangkapan jabatan
sebagai
komisaris/ pengaWas
pada satu PPI lain |
atau perusahaan
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yang bergerak dalam
proyek infrastruktur.

4. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.

Sistem dan
prosedur
kerja

1. Minta dan pelajari
pedoman internal yang
dimiliki PPI terkait
dengan:

e pemberian pinjaman
langsung (direct
lending);

s refinancing,

e« pemberian pinjaman
subordinasi;

s pemberian dukungan
kredit (credit
enhancement);

o pemberian jasa
konsultasi (advisory
services);

e penyertaan modal’
(equity investment);

¢ upaya mencarikan
swap market yang
berkaitan dengan
pembiayaan "
infrastruktur; dan

s kegiatan atau
pemberian fasilitas lain
yang terkait dengan
pembiayaan
infrastruktur (jika
ada).

2. Telaah apakah pedoman

internal PPI telah:

e sesual dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
di bidang Perusahaan
Pembiayaan
Infrastruktur; dan

e mencakup sistem
pengendalian internal
yang memadai.

3. Buat Kertas Kerja

Pemeriksaan.

e Pedgman
internal PPI.

» Perdetujuan
Menteri
Keupangan
mengenai
kegiatan atau
pemberian
fasilitas lain
yang terkait
denian

pembiayaan

infrastruktur.
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Struktur 1. Minta dan pelajari:
organisasi

» struktur organisasi

pembagian kerja.

2. Cek apakah struktur
organisasi telah
diisi/dilengkapi dengan
pejabat di masing-
masing unit yang ada.

3. Telaah apakah struktur
organisasi telah

memperhatikan .
pengendalian internal.

4. Buat Kertas Kerja

e Struktur
organisasi PPI.

PPI; dan e Uraign tugas,
e uraian tugas, Wewrnapg, dan
wewenang, dan pempagian
kerjg.

3. Minta data tentang
pendidikan, pelatihan,
seminar, kursus yang
telah diikuti oleh
pejabat/pegawai PPI
selama 1 tahun terakhir.

oleh

4. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.

Pemeriksaan.

Sumber 1. Minta data dan informasi | « Rengana dan

daya personalia. anggdaran biaya

manusia 2. Minta rencana dan | pengembangan
anggaran biaya L SDM.
pengembangan sumber |« Datq tentang
daya manusia (jangka pendidikan,
pendek maupun jangka pelatihan,
panjang). seminar,

kursgus, yang
telah diikuti

pejabat/

pegawai PPI.

b. Aspek Operasional

Aspek ini digunakan untuk menilai apakah penyelengga
PPI telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Penilaian atas
aspek ini dilakukan terhadap Objek Pemeriksaan antara '

1)

2)
3)

4)

S)

pemberian  pinjaman langsung (direct

pembiayaan infrastruktur;

lending)

raan usaha

lain:

untuk

refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain;

pemberian pinjaman subordinasi (subordinated 1
berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur;

pemberian dukungan kredit (credit enhancement)
penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur;

pemberian jasa konsultasi (advisory services);

oans) yang

termasuk
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6) penyertaan modal (equity investment);

7) upaya mencarikan swap market yang berkaitap dengan
pembiayaan infrastruktur;

8) kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan
pembiayaan infrastruktur (jika ada);

9) penempatan dana;
10} kegiatan pendanaan; dan
11} pelaksanaan prinsip mengenal nasabah.

Tujuan pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, dan dokumen yang
diperlukan untuk menilai aspek operasional ﬁleliputi:

Tuyjuan : 1. Untuk memastikan bahwa kegiatan usaha vyang
dilakukan PPl telah sesudi dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktar dan
pedoman internal PPIL.

2. Untuk memastikan bahwa EPI telah menerapkan
prinsip mengenal nasabah sesuai | dengan

4] H .2 fisi} 2 ! )
jil7 :
HEEAEY e 4 By 3
3 AT ]
X b1

1. | Pemberian | 1. Minta daftar rincian. e Pedoma

pinjaman debitur pinjaman internal PPI
langsung langsung. mengenal
2. Minta dokumen p.CII‘leI‘IaI’l

pinjaman langsung pinjaman
secara sampel atau langsung.
populasi debitur. o Daftar rincian

3. Uji proses pemberian debitur
pinjaman langsung pinjaman
apakah telah sesuai langsung.
dengan ketentuan e Dokulmen
peraturan perundang- pemberian
undangan di bidang pinjaman

Perusahaan Pembiayaan | langsung.
Infrastruktur dan
pedoman internal PPIL.

4. Buat Kertas Kerja

Pemeriksaan.

2. | Refinancing 1. Minta daftar rincian e Pedoman
atas debitur refinancing. :-f internal PPI
mfrastrlul;tur 9 Minta dokumen ‘ mengenai
gggl_g tela hak pembiayaan refinancing refingncing.

) 1, layat piha secara sampel atau s Daftar rincian
ain populasi debitur. debithir
3. Uji proses pemberian, refingncing.

refinancing apakah telah
sesuai dengan
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ketentuan peraturan Dokyimen
perundang-undangan di refinfincing.
bidang Perusahaan
Pembiayaan
Infrastruktur dan
pedoman internal PPL.
. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
Pemberian . Minta daftar rincian Pedoman
pinjaman debitur pinjaman . interpal PPI
subordinasi subordinasi. mengenai
. Minta dokumen pemberian
pemberian pinjaman pinjgman
subordinasi secara subordinasi.
sampel atau populasi Daftar rincian
debitur. i debitur
. Uji proses pemberiari pinjgman
pinjaman subordinasi subaordinasi,
apakah telah sesuai Dokumen
dengan ketentuan pinjaman
peraturan perundang- subordinasi.
undangan di bidang
Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur dan
pedoman internal PPI.
. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
Pemberian . Minta daftar rincian Pedoman
dukungan nasabah yang internal PPI
kredit (credit memperoleh dukungan mengenai
enhancement) kredit dari PPI. pemberian
. Minta dokumen dukyngan
pemberian dukungan kredit.
kredit secara sampel Daftar rincian
atau populasi nasabah. nasabah yang
. Uji proses pemberian memperoleh
dukungan kredit dukyngan
apakah telah sesuai kredit.
dengan ketentuan Dolkumen
peraturan perundang- pemberian
undangan di bidang dukungan
Perusahaan Pembiayaan kredit.
Infrastruktur dan
pedoman internal PPI.
. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan. 5
Kegiatan . Minta daftar rincian-- Pedoman
pemberian nasabah jasa interpal PPI
jasa konsultasi. mengenai
konsultasi pemberian
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. Minta dokumen jasa
pemberian jasa kongultasi.
konsultasi secara .
. e Daftar rincian
sampel atau populasi .
nasabah. nasabah jasa
kongultasi.
. Uil proses pemberian
jasa konsultasi apakah Dokumgn
telah sesuai dengan pemberian
ketentuan peraturan Y a.saﬁ .
perundang-undangan di kongultasi.
bidang Perusahaan?’
Pembiayaan
Infrastruktur dan
pedoman internal PPIL.
. Buat Kertas Kerja -
Pemeriksaan.
Penyertaan . Minta dokumen " Anggaran
modal (equity penyertaan modal. dasar
investment) . Uji proses penyertaan perusahaan
modal apakah telah investee.
sesuai dengan Ped¢oman
ketentuan peraturan intetrnal PPI
perundang-undangan di merngenai
bidang Perusahaan penyertaan
Pembiayaan modal.
Infrastruktur dan
pedoman internal PPL. Doku_m en
terkait
. Lakukan pengecekan penyertaan
apakah investee adalah modal.
PPl atau perusahaan
yang bergerak di bidang
infrastruktur.
. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
Kegiatan . Minta dokumen terkait Pedgman
mencarikan kegiatan mencarikan internal PPI
swap market swap market. mengenai
%anf . . Uji proses kegiatan ; kegi ata1:1
erkaitan menecarikan swap menwcarlkan
den g,;i,n market apakah telah: swap market.
?;fﬁl S{;ﬁﬁig sesuai dengan Doklimen
r ketentuan peraturan terkhit
perundang-undangan di | kegiatan
bidang Perusahaan. mengcarikan
Pembiayaan | swap market.
Infrastruktur dan
pedoman internal PP
. Buat Kertas Kerja -
Pemeriksaan. .
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8. | Kegiatan atau | 1. Pastikan apakah ada e Pedpman
pemberian kegiatan atau internal PPI
fasilitas lain pemberian fasilitas lain mengenai
yang terkait yang terkait dengan keglatan atau
dengan pembiayaan pemberian
pembiayaan infrastruktur yang perlu fasilitas lain
infrastruktur mendapat persetujuan yang terkait
(jika ada) Menteri Keuangan. _ dengan
dengan . Minta dokumen terkait penjbiayaan
persetujuan kegiatan atau infrastruktur.
yenteri pemberian.fasilitas lain Dokumen

euangarn yang terkait dengan terkait
Pembiaya.au kegiatan atau
infrastruktur. .
o ‘ pemntberian

- Uji kegiatan atau fasilitas lain
pemberian fasilitas lain yang terkait
yang terkatt dengan denban
pembiayaan o pembiayaan
infrastruktur apakah infrastrukiur.
telah sesuai dengan:
ketentuan peraturan
perundang-undangan di
bidang Perusahaan
Pembiayaan
Infrastruktur dan
pedoman internal PPI.

. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.

9. [ Penempatan . Minta rincian daftar dan Pedpman

dana dokumen penempatan internal PPI

dana. mengenai

. Uji proses penempatan penempatan
dana apakah telah dana.
sesual dengan Daftiar rincian
ketentuan peraturan ' pendmpatan
perundang-undangan di dan
bidang Perusahaan '
Pembiayaan Doklimen
Infrastruktur dan terkait
pedoman internal PPI. penempatan

. Buat Kertas Kerja dang.
Pemeriksaan.

10.| Kegiatan . Minta dokumen terkait Anggaran
pendanaan sumber pendanaan dasdr PPL

perusahaan.

. Uji proses kegiatan

l

Pedoman

integnal PPl

pendanaan ‘apakah . menkbenai
telah sesuai dengan .
K ¢ kegiatan

etentuan pera uran pendanaan.
perundang-undangah
di bidang Perusahaan Dok men
Pembiayaan terkait

I
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Infrastruktur dan penerbitan
pedoman internal PPI. surat .
3. Buat Kertas Kerja berharga, i
Pemeriksaan. ‘ pinjaman, dan
; hibgh.
.| Pelaksanaan | 1. Minta dokumen terkait
Prinsip penerapan prinsip ;.
Mengenal mengenal nasabah,
Nasabah 2. Cek apakah telah

dibentuk unit kerja
khusus atau ditunjuk
petugas khusus yang
bertanggung jawab atas
pelaksanaan penerapan
prinsip mengenal
nasabah. o

3. Periksa apakah PPI’
telah memiliki sistem
informasi yang dapat
mengidentifikasi,
menganalisa,
memantan, dan
menyediakan laporan
mengenai karakteristik
transaksi yang
dilakukan oleh nasabah
secara handal dan tepat
waktu.

4. Lakukan uji sampel
atas data dan rekening
nasabah untuk
memastikan apakah
penerimaan dan
1dentifikasi nasabah,
pemantauan rekening
dan transaksi nasabah,
pemeliharaan profil
nasabah, dan pelaporan
transaksi mcncurig,”{xkan
telah sesuai dengan
Pedoman Pelaksanaan
Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah.

5. Minta rincian pelatihan
dan/atau sosialisasi
yang akan dan telah
dilakukan terkait
pelaksanaan penerapan
prinsip mengenal
nasabah. i

6. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
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Aspek Keuangan

Aspek ini digunakan untuk memperoleh keyakinan atas
substansi laporan keuangan dan laporan kegiatan |
Penilaian atas aspek ini antara lain dilakuk&n terhadap
seperti akun-akun Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan
dan Rekening Administratif. Tuwjuan pemeriksaan,
pemeriksaan, dan dokumen yang diperlukan untuk me
ini meliputi:

am dan LK

: PER-02/BL/2012
: 29 Februari 2012

kebenaran
hsaha PPL
bbjek-objek
Laba Rugi,

prosedur
nilai aspek

Tujuan Menilai kebenaran substansi akun-akun Neraca,
Laporan Arus Kas, Laporan Laba Rugi, dar Rekening
Admlnlstratlf ' I

1. | Kebijakan Minta dan pelajari pedoman | Pedoman
akuntansi internal PPI terkait internal terkait

pencatatan transaksi akun- | pencatatan
akun Neraca, Laporan Arus | transgksi akun-
Kas, Laporan Laba Rugi, dan | akun.

Rekening Administratif.

2. | Piutang 1. Minta daftar piutang » Daftar piutang
pembiayaan pembiayaan dan periksa Pempiayaan.
(pinjaman rincian dan total piutang N

: » Perjanjian/
yang pembiayaan tersebut. akad
diberikan) . Periksa akurasi jumlah, pempiayaan.

validitas, kelengkapan,
dan klasifikasi akun * Lapgran
piutang pembiayaan. keugngan.

. Buat Kertas Kerja * Bukh besar
Pemeriksaan. dan buku

besar
pembantu.
Penyertaan . Minta daftar penyertaan o Bukti
modal modal dan laporan penyertaan
keuangan audit terakhlr modpl pada
investee. ‘ investee.

. Periksa akurasi jumlah, e Lapdran
validitas, kelengkapan, keuangan
dan klasifikasi akun triwlhilanan.
penyertaan modal.

: ¢ Lapgran
. Cek jumlah penyertaan keudn
. dngan
modal apakah telah tahynan yang
sesuai dengan ketentuan telah diaudit.
peraturan perundang-
undangan di bidang " e Buklu besar.
Perusahaan Pemblayaan e Anggaran
Infrastruktur: , dasar
¢ jumlah seluruh invegtee.
penyertaan modal
tidak melebihi 75%
(tujuh puluh lima per
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seratus) dari modal
sendiri PPl; dan

jumlah penyertaan modal
tidak melebihi 45%
(empat puluh lima per
seratus) dari modal
disetor investee.

. Buat Kertas Kerja

Pemeriksaan.
Penempatan . Minta rincian o Buktj
pada bank penempatan pada bank. penempatan
. Periksa akurasi jumlah, pada bank.
validitas, kelengkapan, Rincian
dan klasifikasi akun - penempatan
penempatan pada bank. pada [bank.
. Buat Kertas Kerja Laporan
Pemeriksaan. keuangan.
Buky besar
dan huku
besar
pembantu.
Surat . Minta rincian surat Bukti
berharga berharga yang dimiliki kepemilikan
yang dimiliki | 5 periksa akurasi jumlah, surat
validitas, kelengkapan, berharga.
dan klasifikasi akun surat | ¢ Rincian surat
berharga yang dimiliki. berhqrga yang
. Buat Kertas Kerja dimiliki.
Pemeriksaan. | Lapofan
keuapgan.

p Buky besar
dan buku
besay
pembantu.

Surat . Minta rincian surat Prospektus
berharga berharga yang e penerbitan
yang diterbitkan. 3 surat
diterbitkan . Periksa akurasi jumlah, berharga.
validitas, kelengkapan, Laporan
dan klasifikasi akun surat keuahgan.
berharga yang ;
diterbitkan. Buky besar
) dan huku
. Buat Kertas Kerja besat
Pemeriksaan. pemBantu.
Pinjaman . Minta rincian pinjaman Perjanjian
yang yang diterima. pinjaiman.

diterima
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. Cek jumlah pinjaman besar

. Buat Kertas Kerja

. Periksa akurasi jumlah, e Lapotan

validitas, kelengkapan, keuangan.
dan klasifikasi akun

pinjaman « Buku hesar

dan Buku

apakah telah sesuai . pemHbantu.
dengan ketentuan
peraturan perundang{
undangan di bidang -
Perusahaan Pemblayaan
Infrastruktur:

e jumlah pinjaman tidak
melebihi 10 {sepuluh)
kali dari jumlah modal
sendiri dan pinjaman
subordinasi; dan

¢ pinjaman subordinasi
yang diperhitungkan
dalam perhitungan
jumlah pinjaman tidak
melebihi 50% (lima
puluh per seratus)
dari modal disetor.

Pemeriksaan.

Modal

. Catat persentase

. Periksa akurasi jumlah,

. Periksa nilai modal » Anggaran

disetor dalam neraca dan dasar.
bandingkan dengan

¢ Laporan
anggaran dasar. poF

keuangan.

s Laporan
keuangan
tahunan yang
telahl diaudit.

kepemilikan masing- h
masing pemegang saham,
termasuk perubahannya.

validitas, kelengkapan, * Busipess plan.

dan Klasifikasi akun . e Bukil besar
modal. | dan puku

. Cek apakah permodalan besar
PPI telah sesuai dengan pembantu.

ketentuan peraturan 5:,
perundang- undangan di
bidang Perusahaan *
Pembiayaan '
Infrastruktur:

» peningkatan modal
disetor telah dilakukan
sesuai dengan business
plan PPI;
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¢ jumlah modal sendiri
paling sedikit 50%
(lima puluh per
seratus) dari modal
disetor PPI; dan

+ kepemilikan saham
oleh badan usaha asing
(jika ada) tidak  :
melebihi 85% (delapan
puluh lima per seratus)
dari modal disetor PPI.

. Buat Kertas Kerja

Pemeriksaan.
9. | Rekening . Minta rincian komitmen ¢ Lapgran
administratif dan kontinjensi. keuangan.

. Cek nilai penjaminan ¢ Doklimen
yang dilakukan dan pendukung
pastikan nilai penjaminan { terkhit
tidak melebihi jumlah rekening
modal sendiri dikurangi administratif.
penyertaan modal.

. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.

10.| Pendapatan | 1. Cek kebenaran klasifikasi | ¢ Lapgran
operasional pendapatan operasional. keuangan.

. Periksa akurast saldo e Bukiu Besar.
pendapatan operasional
dan cocokkan total
pendapatan operasional
yang dilaporkan dalam
laporan dengan total -
pendapatan operasional
hasil pemeriksaan.

. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan. ‘

11.| Pendapatan . Cek kebenaran klasifikasi | « Lapgran
non pendapatan non keuangan.
operasional operasional. 5 o Buldu Besar

. Periksa akurasi saldo

pendapatan non
operasional dan cocokkan
total pendapatan non
operasional yang
dilaporkan dalam laporan
dengan total pendapatan
non operasional hasil
pemeriksaan.

. Buat Kertas Kerja

Pemeriksaan.
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12.| Beban 1. Cek kebenaran klasifikasi | ¢ Lapgran
operasional beban operasional. keuangan.
2. Periksa akurasi Saldé. ¢ Bulqu Besar.

beban operasional dan
cocokkan total beban
operasional yang
dilaporkan dalam laporan
dengan total beban i
operasional hasil

pemeriksaan. oY
3. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
13.| Beban non 1. Cek kebenaran klasifikasi | e Laporan
operasional beban non operasional. keuangan.
2. Periksa akurasi saldo ¢ Buku Besar.

beban non operasional
dan cocokkan total beban
non operasional yang
dilaporkan dalam laporan
dengan total beban non
operasional hasil
pemeriksaan.

3. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.

4. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari 2 (dda) jenis, yaitu Laporan
Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan
Final (LHPF) yang ditetapkan oleh Kepala Biro Pembiayaan dan
Penjaminan atas nama Ketua Bapepam dan LK.

LHPS disusun setelah pemeriksaan lapangan selesai| dilakukan
berdasarkan dokumen, data dan/atau keterangan yang diperoleh
selama Proses Pemeriksaan berlangsung yang dltuangkan dalam Kertas
Kerja Pemeriksaan. LHPS wajib disampaikan oleh Biro Pembiayaan dan
Penjaminan kepada direksi/pengurus PPl palmg lama 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah berakhirnya Pelaksanaan Pemerlksaan Lapangan.

Hasil-hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam LHPS dapat disanggah
oleh PPl melalui surat tanggapan atas LHPS palmg lama 15 |(lima belas}
hari kerja sejak LHPS diterima oleh PPIL. Dalam hal PPl
surat tanggapan atas LHPS yang berisi keberatan atas
dilakukan pembahasan dengan PPl. Pembahasan LHPS dengan PPI
tersebut dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan
diterima Bapepam dan LK. Hasil pembahasan LHPS dengan PPl
tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan La oran Hasil
Pemeriksaan Sementara. Penyusunan LHPF paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara PembahasLm Laporan
Hasil Pemeriksaan Sementara.

Dalam hal PPI tidak mengajukan tanggapan atau mengajukan
tanggapan yang isinya menyetujui LHPS dalam jangka waktu 15 (lima




belas) hari kerja sejak LHPS diterima oleh PFPI
menjadi LHPF.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ¥

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dibagi menj_.;adi 2 (dua) |
temuan dan rekomendasi yang dituangkan dalam Laj
Pemeriksaan, yaitu:

a.

b.

LAMPIRAN
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Tindak lanjut atas temuan adanya pelanggaran

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ditemu}H
pelanggaran yang dilakukan oleh PPI terhadap ketentua
perundang-undangan di . bidang Perusahaan
Infrastruktur, maka terhadap PPl dikenakan sanksi s
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangg
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Tindak lanjut atas rekomendasi berupa saran perl
penyempurnaan

Rekomendasi yang dituangkan dalam LHPE dapat be
perbaikan atau penyempurnaan. Untuk itu perlu

, maka LHPS ditetapkan

perdasarkan
oran Hasil

an adanya
n peraturan
Pembiayaan
ebagaimana
n di bidang

aikan atau

rupa saran
dilakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan

tersebut.
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B. Contoh Formulir
FORMULIR [: FORMAT RENCANA KEGIATAN PEMERIKSAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLL‘IK INDONES
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUAN

GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1.4, JAKAJ
TELEPON (021} 3858001, FAKSIMILI {021} 3847437, SITUS www.hapepam.go.id

A
GAN

RTA 10710

BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN
RENCANA KEGIATAN PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFHR
TAHUN

......

A. NAMA PERUSAHAAN, PERKIRAAN WAKTU, DAN KEBUTUHAN SUMH
MANUSIA

y

I ASTRUKTUR

ER DAYA

Pemeriksaan Pemeriksaan
Nama Jml Kantor Pusat Kantor Cabang Waktu
No. L )
Perusahaan | Cabang| . Jml Pemeriksaan
. Personil . Personil '
hari hari

B. MONITORING ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEBELUMNYA (dibagi pe
perusahaan)

C. KEBUTUHAN ANGGARAN

Kepala Biro Pembiayaan dan
Penjaminan

...........................................

=
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i
i

FORMULIR II:FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN

am dan LK
BL/2012
ari 2012

TELEPON {021) 3858001, FAKSIMILI (021} 3847437, SITUS www.bapepam.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONE
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUA

GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4, JA

SIA
\NGAN

KARTA 10710,

Nomor
Sifat
Hal

...............

Pemberitahuan Pemeriksaan

Yth.
Pengurus/Direksi
Koperasi/PT
(alamat)

Sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuanga

Keuangan selaku pem
infrastruktur akan

ini kami beritahukan bahwa Menteri
pengawas perusahaan pembiayaan
pemeriksaan terhadap Koperasi/PT

sebagali berikut:

Lo J NIP ...l selaku Penyelia;
s [ NIP ... selaku Ketua ’I‘im;g
B [ NIP .o selaku Anggota Tim,
Go i, JNIP .o, selaku Anggota Tim;
5. dst

Jangka waktu pemeriksaan terhitung dari ‘tanggal .....
.................. Sehubungan dengan pelaksanaan peme iksaan terse
kami minta agar Saudara dapat menunjuk/ m nugaskan

pejabat/pegawai Koperam/ PT untuk membanty kelancarar

pemeriksaan.

.........

Demikian agar Saudara maklum.

a.n.Ketua
Kepala Biro Pembiayaan da
Penjaminan,
NIP (i
Tembusan:
1. Ketua;

2. Sekretaris Badan.

100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastrukty

81

Adapun nama-nama yang akan melakukan :‘:"pemeriksaa

n Nomor
r, dengan
bina dan
nelakukan

n adalah

....... s.d.
but maka
beberapa
| jalannya
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FORMULIR HII: FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONES
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUAN

TELEPON (0210 3868001, FAKSIMIL (0210 3847437, SITUS www.bapepam.go.id

A
GAN

GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4, JAKARTA 107140,

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN

Pemeriksaan dengan ini menugaskan:

1. Nama / NIP L e J o
Pangkat / Golongan : ...,
Jabatan O P

2. Nama / NIP e P
Pangkat / Golongan : ...
Jabatan e erererrreeren et

3. Nama / NIP L e [
Pangkat / Golongan @ ... ‘
Jabatan L e

4. Nama / NIP L e Jor
Pangkat / Golongan @ .........ccoiiiiin,
Jabatan L et r s e

5. Dst

Tanggal Berangkat :© ...
Tanggal Kembali OO

....... atas kebenaran aspek;!\ substansi
keuangan dan laporan ¥’ kegiatan

Pembiayaan Infrastruktur, dan/atau
penyimpangan atau pelanggaran ke

2. Sekretaris Badan.

Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan selaku Penanggung Jawab

Penugasan . Melakukan pemeriksaan terhadap Kopgrasi/PT

laporan
usaha,

kepatuhan  terhadap ketentuan  peraturan
perundang-undangan di bidang Perusahaan

dugaan
fentuan

peraturan  perundang-undangan di | bidang
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur di
Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana njestinya.
Jakarta, ........oooiinn.
a.n.Ketua
Kepala Biro Pembiayaan dan
Penjaminan,
NIP i,
Tembusan:
1. Ketua;
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.

ETE
A
kS
‘-..I!N

;
[

am dan LK

: PER-02/BL/2012
: 20 Februari 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONE
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

GEDUNG SUMITRO DJOJOHABIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4, JAKARTA 10710,
TELEPON (021) 3858001, FAKSIMILI (021) 3847437, SITUS www.bapepam.go.id

SIA

Nama

Alamat

Nomeor Izin Usaha

Jumlah karyawan

Komisaris Utama

Komisaris

Direktur Utama

Direktur

Pemegang Saham

ANALISIS PENDAHULUAN

A. INFORMASI PERUSAHAAN

..............

..........................................

..........................................

..........................................

...........................................

..........................................

..........................................

B. HASIL ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

NERACA

..........................................

Kas

Penempatan pada bank

A
1.
2.
3.

Surat berharga yang dimiliki

.......

o

diterima

Pendapatan yang masih akan

.......

Pinjaman yang diberikan

.......

a.pinjaman langsung

b. refinancing

-------

c. pinjaman subordinasi

d.lain-lain

-------

-------

Penyertaan modal

.......

Cadangan kerugian
penurunan nilai

a. penempatan pada bank -/-
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b. surat berharga yang
dimiliki -/-

c. pinjaman yang diberikan -/-

d. lain-lain -/-

Aset tidak berwujud

Akumulasi amortisasi

_/_

Aset tetap

Akumulasi penyusutan -/-

10.

Aset pajak tangguhan

11.

Aset lain-lain

-------

TOTAL ASET

LIABILITAS

Beban yang masih harus
dibayar

Utang pajak

Pendapatan diterima dimuka

.......

Liabilitas lancar lainnya

Surat berharga yang
diterbitkan

.......

Utang klaim penjaminan

Pinjaman yang diterima

........

.......

.......

a. Pemerintah Republik
Indonesia

-------

..........

b. pemerintah asing

-------

¢. lembaga multilateral

d. bank/lembaga keuangan

.......

i. dalam negeri

.......

ii. luar negeri

.......

.......

-------

Imbalan paska kerja

Liabilitas pajak tangguhan

10.

Liabilitas lain-lain

TOTAL LIABILITAS

.......

EKUITAS

Modal

.......

a. modal disetor

b. agio

c. disagio -/-

.......
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2. |Cadangan | | o

a. cadangan umum

b. cadangan tujuan

c. cadangan lainnya
3. |Hibah | s ] e
Saldo laba/(rugi)) | | e | e |
5. | Laba (rugi) tahun berjalan | ... | 00 | o] e

s

Pendapatan komprehensif | ... | 0 | ] e
6. | lainnya

TOTAL EKUITAS | o | e | e ] eeenens

TOTAL LIABILITAS DAN | ... | e ] e
EKUITAS

FINANCIAL RATIO

1. | Net Intst argm 1 ... o R J
2. | Retum on Asset | 0| e S EOTOOTE | BTN
3. | Return on Equity eeaans A T R
4. | Debt Equity Ratio | ... | ... T

Rasio piutang pembiayaan | ....... | ... N R .
5. | terhadap aset
6 Rasio modal sendiri | ... | 0 e .

" | terhadap modal disetor
LAPORAN LABA RUGI
jutaan rupiah

Pendpatan dan beban
operasional

1. Pendapatan | v | 1 ...
operasional | ... |

a. Pendapatan | | .
bunga/provisi/fee | ...... | ... |

1) pinjaman |  } | 1 ...
langsung | ... ] | e

2) refinancing | ... | e | ol

3) pinjaman O
subordinasi | ... | o

4) lainnya | oo ] e b s | e

b. pendapatanfee | L | | ..
penjaminan | .0 0 e | e
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c. pendapatan jasa
konsultasi

d. pendapatan deviden

......

..............

e. pendapatan bunga
investasi

..............

f. keuntungan dari
penyertaan modal
dengan metode
ekuitas

--------------

g. pendapatan
operasional lainnya

......

..............

Jumlah pendapatan
operasional

..............

. Beban operasional

..............

a. beban
bunga/provisi/ fee

1} bunga pinjaman

2) beban provisi
dan fee

b. beban klaim
penjaminan

..............

c. kerugian dari
penyertaan modal
dengan metode
ekuitas

d. beban penurunan
nilai aset keuangan

1) penempatan
pada bank

------

2) surat berharga
yvang dimiliki

..............

3} pinjaman yang
diberikan

oooooo

4) lainnya

e. beban gaji dan
tunjangan

------

f. beban
pengembangan
usaha

g. beban depresiasi
dan amortisasi

h. beban umum dan
administrasi

i. beban operasional
lainnya

Jumlah beban
operasional
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I | Laba/(rugi) operasional

....................

Il | Pendapatan dan beban

non operasional

1. Pendapatan non
operasional

2. Beban non operasional

....................

Pendapatan/(beban) non
operasional

IV | Laba/(rugi} sebelum pajak

penghasilan | o | s | e

Pajak penghasilan | ... ] 0 |

Taksiran pajak
penghasilan

Pajak tangguhan

......

VI | Laba/(rugi) bersih | ... | oo |

. KESIMPULAN HASIL ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

. TIM PEMERIKSA
Penyelia
Ketua Tim :
Anggota
Anggota

-------
.......

. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

.......

............................

............................

Catatan:
Format Analisis Pendahuluan untuk perusahaan pe
infrastruktur  berbadan hukum  Koperasi disesuaikan

karakteristik koperasi.

mbiayaan
dengan
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BAB IV
DOKUMENTASI PEMERIKSAAN

A. Klasifikasi Berkas Pemeriksaan

: PER-02/BL/2012
: 29 Febru

i 2012

Berkas Pemeriksaan merupakan data, kertas kerja, laporan pemeriksaan,
dan semua dokumen yang berhubungan dengan kegiatan pgmeriksaan.

Dokumen tersebut merupakan bukti otentik pelaksanaan p

emeriksaan

dan sebagai dasar dalam pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan. Agar
berkas pemeriksaan mudah diperoleh kembali, penyimpanannya harus

dilakukan dengan tertib dan teratur.

Berkas Pemeriksaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Berkas Umum

Berkas umum merupakan dokumen-dokumen administratif

yang dibuat

dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Berkas umum

mencakup:

a. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SPP) |

SPP adalah surat pemberitahuan yang dikeluarkan Kepala Biro

Pembiayaan dan Penjaminan atas nama Ketua Bapepd
selaku  Penanggung Jawab Pemeriksaan yang
disampaikan kepada PPl. Tembusan SPP d1k1r1mkar1 ke
dan Sekretaris Bapepam dan LK.

Surat Perintah Pemeriksaan {Sprint)

Sprint merupakan surat yang dikeluarkan Kepala Biro
dan Penjaminan atas nama Ketua Bapepam dan

m dan LK,
selanjutnya
pada Ketua

Pembiayaan
LK, selaku

Penanggung Jawab Pemeriksaan yang digunakan pemeriksa sebagai

dasar untuk melakukan pemeriksaan. Tembusan Sprint]
kepada Ketua dan Sekretaris Bapepam dan LK.

Surat Perintah Perjalanan Dinas

Surat Perintah Perjalanan Dinas dibuat untuk
administratif guna mendapatkan penggantian biaya perja
dari Bapepam dan LK. Untuk pemeriksaan di kantor p
Jakarta cukup digunakan Sprint, sementara untuk perng
di kota-kota lain digunakan juga Surat Perintah Perjal
selain Sprint.

Daftar Permintaan dan Peminjaman Data dan/atau Dokui

Daftar ini merupakan daftar permintaan dan peminj
dan/atau dokumen yang dibutuhkan
disampaikan kepada PPL

oleh peme
Daftar ini berisi rincian data dan/atau

dikirimkan

keperluan
lanan dinas
usat PPl di
riksaan PPI
anan Dinas

METL

aman data
riksa dan

dokumen yang dibutuhkan, tanggal diberikan atau kesanggupan PPI

memberikan data, dan tanggal pengembalian data. Daftar

ini dibuat 2

(dua) rangkap (satu untuk pemeriksa dan satu lagi unthk PPl) dan

ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan.

Contoh format Daftar Permintaan dan Peminjaman Daf
Dokumen terdapat dalam Formulir V. '

a dan/atau
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Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Penolakan

: PER-02/BL/2012
: 29 Februari 2012

Membantu

Kelancaran Pemeriksaan dan Berita Acara Penundaan Pemeriksaan

Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Penolakan
Kelancaran Pemeriksaan merupakan dokumen
pernyataan bahwa PPl menolak dilakukan pemeri
menolak membantu kelancaran pemeriksaan.

Membantu
ang berisi
saan atau

Dalam hal PPl menolak dilakukannya pemeriksaan atpau menolak

membantu kelancaran pemeriksaan, wakil PPl dan
Pemeriksaan harus menandatangani Berita Acara

Ketua Tim
Penolakan

Pemeriksaan/Penolakan Membantu Kelancaran Pemerikspan.

Contoh format Berita Acara Penolakan Pemeriksaar
Membantu Kelancaran Pemeriksaan terdapat dalam Form

Berita Acara Penundaan Pemeriksaan merupakan dok
berisi pernyataan bahwa PPl mengajukan penundaan per

Dalam hal PPl mengajukan penundaan dilakukannya p
wakil PPl dan Ketua Tim Pemeriksaan harus menandata
Acara Penundaan Pemeriksaan. ;

Contoh format Berita Acara Penundaan Pemerlksaan terd
Formulir VII. :

Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara

Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan.

Berita Acara Pemeriksaan merupakan dokumen yang |
bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap PPI. Beri
ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan dan pihak y4
PPI setelah berakhirnya pemeriksaan di kantor PPI.

Contoh format Berita Acara Pemeriksaan terdapat dalg
VIIIL.

Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara J
dibuat apabila pihak vyang mewakili PPl
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Berita

1/ Penolakan
ulir VI,

umen yang
erilesaan.

emeriksaan,
ngani Berita

lapat dalam

Penolakan

menyatakan
ta Acara ini
ng mewakili

m Formulir

Pemeriksaan

menolak untuk

Acara ini

ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan dan pihak y
PPI setelah berakhirnya pemeriksaan di kantor PPI.

ng mewakili

Contoh format Berita Acara Penolakan Penandatanganan Benta
Acara Pemeriksaan terdapat dalam Formulir IX.

Surat Pengantar Laporan Hasil Pe_meriksaan iSementara dan Laporan
Hasil Pemeriksaan Final

Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara maupun
Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Final ditandatangani

oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan atas

Bapepam dan LK dan ditujukan kepada direksi/pen
Dalam Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Seme
diberitahukan tentang jangka waktu penyampaian
terhadap
pembahasan apabila direksi/pengurus PPl keberata
ternuan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam LHPS.

Contoh format Surat Pengantar
Sementara terdapat dalam Formulir X.

lama Ketua
gurus PPIL.
ntara harus
tanggapan

laporan dimaksud dan kemungkinan diadakannya

n terhadap

Lapofén Hasil Remeriksaan
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Contoh format Surat Pengantar Laporan Hasil Pemerik
(Tanpa Tanggapan) terdapat dalam Formulir XI.

Contoh format Surat Pengantar Laporan Hasil Pemerik
(Dengan Tanggapan) terdapat dalam Formulir XII.

Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil Pemériksaan Semq

Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan
dibuat apabila dilakukan pembahasan dengan PPl yang
terhadap temuan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam I

Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan
ditandatangani Penyelia Pemeriksaan dan Ketua Tim Pe
dan wakil dari PPl pada akhir acara pembahasan.

Contoh format Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil Pe

Sementara terdapat dalam Formulir XIII. ,

. Nota Dinas Pengantar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pqg
- kepada Ketua Bapepam dan LK !

Nota Dinas pengantar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pq

/2012
ri 20172

taan Final

saan Final

entara

Sementara
keberatan
HPS.

Sementara
meriksaan

meriksaan

meriksaan

meriksaan

disampaikan oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan kepada

Ketua Bapepam dan LK dan berisi laporan 'mengenai p4
terhadap PPI ' beserta hasil-hasilnya. Nota Dinas ini
ringkasan hasil-hasil pemeriksaan. Nota Dinas tersebut dil
pemeriksaan berkala dan pemeriksaan setiap waktu. Ba
Dinas ini sesuai dengan bentuk baku yang telah ditg
lingkungan Bapepam dan LK.

Lembar Kerja Pemeriksa

Lembar ini berisi tentang pekerjaan yang telah dilakul
pemeriksa, tanggal penyelesaian pekerjaan tersebut, dan k
yvang dihasilkan. Lembar Kerja Pemeriksa diisi oleh pemse

meriksaan

dilampiri
aat untuk
ntuk Nota
rapkan di

kan setiap
ertas kerja
riksa, dan

diparaf oleh Ketua Tim Pemeriksaan dan Penyelia Pemeriksaan.

Contoh format Lembar Kerja Pemeriksa terdapat dalam For

Surat dari PPl atau Pihak Lain

Surat dari PPl merupakan semua surat yang berhubung
pemeriksaan dan berasal dari PPI, misalnya Surat Tangg
LHPS. Sedangkan surat yang berasal dari plhak lain misal
balasan surat konfirmasi.

2. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

Kertas Kerja Pemeriksaan merupakan kertas kerja vyal

pemeriksa selama melakukan kegiatan pemeriksaan.

Kertas kerja tersebut diberi nomor indeks dan diparaf oleh
Pemeriksaan dan Anggota Tim Pemeriksaan yang membuat k
Kertas kerja selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam|{ membuat
Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan demikian semua yan
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan didukung dengan KKP. Secara garis

besar KKP mencakup:

mulir XIV.

an dengan
rapan atas
nya adalah

g dibuat

Ketua Tim

rtas kerja.

tertuang
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KKP awal, mencakup:
1) Hasil Analisis Pendahuluan; dan
2) Kuesioner.

KKP untuk aspek kelembagaan, mencakup: |
1) KKP anggaran dasar; )

2) KKP izin usaha dan pelaporan pembukaan/penutup
cabang, perubahan nama perusahaan, dan perubah
kantor;

3) KKP direksi/pengurus dan dewan komisaris/pengaw
4) KKP sistem dan prosedur kerja;
5) KKP struktur organisasi;

6) KKP sumber daya manusia; dan
7) KKP aspek kelembagaan lainnya.

KKP untuk aspek operasional, mencakup:
1) KKP pemberian pinjaman langsung;

an kantor
an alamat

ras;

2) KKP refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak

lain;
3) KKP pemberian pinjaman subordinasi;

4) KKP pemberian dukungan kredit (credit enhancement);

5) KKP kegiatan pemberian jasa konsultasi;
6) KKP penyertaan modal (equity investment);

7) KKP kegiatan mencarikan swap market yang
dengan pembiayaan infrastruktur;

8} KKP penempatan dana;

9) KKP kegiatan pendanaan;

10) KKP Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah; dan
11) KKP aspek operasional lainnya.

KKP untuk aspek keuangan, mencakup:

1) KKP piutang pembiayaan;

2) KKP penyertaan modal,

3) KKP penempatan pada bank;

4) KKP surat berharga yang dimiliki;

5) KKP surat berharga yang diterbitkan;
6) KKP pinjaman yang diterima;

7) KKP permodalan; |
8) KKP rekening administratif; :
9) KKP pendapatan operasional; :
10) KKP pendapatan non operasional, i ‘
11) KKP beban operasional, ‘
12) KKP beban non operasional; dan

13) KKP aspek keuangan lainnya.

berkaitan




3.

4.

B. Prosedur Penyimpanan Dokumen

Setelah pemeériksaan terhadap PPl selesai dilakukan (Lap
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Dokumen Pendukung KKP

Kelompok berkas ini berisi dokumen-dokumen yang diperoleh
dari PPl dan/atau pihak lain untuk mendukung KKP.

: PER-02/BI1./2012
1 29 Februam 2012

pemeriksa
Dokumen

pendukung KKP yang diarsip hanyalah dokumen pendukung yang

relevan dengan KKP.

Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan yang terdiri dari LHPS mauy
memuat hasil-hasil pemeriksaan yang mencakup semua a
diperiksa. LHPS dan LHPF ditetapkan oleh Kepala Biro Pembi
Penjaminan atas nama Ketua Bapepam dan LK.

Contoh format dan sistematika Laporan Hasﬂ Pemeriksaay
dalam Formulir XV.

pun  LHPE
spek  yvang
ayaan dan

1 terdapat

an Hasil

Pemeriksaan telah dikirim), pemeriksa wajib melakukan pengarsipan seluruh

berkas pemeriksaan dengan cara yang sistematis,

schingga berkas

pemeriksaan tersebut mudah ditemukan kembali apabila diperlukan.
Dokumen-dokumen elektronik dari satu pemeriksaan harus disimpan dalam
satu direktori yang tidak bercampur dengan dokumen lain pada jaringan

komputer.

1.

Bundel 1 berisi Berkas Umum, LHPS, dan LHPF.
Bundel 1 disusun dengan urutan sebagai berikut:
a. Daftar Isi;

b. Sprint;
c. SPP;
d. Surat Perintah Perjalanan Dinas atau copy Surat

Perjalanan Dinas;

Berkas pemeriksaan yang berupa dokumen kerfas harus
disimpan dalam 2 (dua) bundel yang terpisah, yaitu:

Perintah

Daftar Permintaan dan Peminjaman Data dan/atau Dokumen;

f. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Penolakan

Membantu

Kelancaran Pemeriksaan atau Berita Acara Penundaan Pgmeriksaan

(jika ada); Ry

g, Berita Acara Pemeriksaan atau Berita Acara |Penolakan
Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (jika ada);

h. Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan [Sementara
(jika ada);

i. Lembar Kerja Pemeriksa;

j.  Surat dari PPl atau pihak lain (jika ada);

k. Nota Dinas Pengantar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pe¢meriksaan

kepada Ketua Bapepam dan LK;
1. LHPS dan surat pengantarnya; dan
m. LHPF dan surat pengantarnya. _
Bundel 2 berisi KKP dan Dokumen Pendukung KKP.

Bundel 2 disusun sesuai dengan urutan nomor indeks KKP.




LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-02/
Tanggal : 29 Febru

- 45 -

FORMULIR V: FORMAT DAFTAR PERMINTAAN DAN PEMINJAMAN DA
DAN/ATAU DOKUMEN

/2012
i2012

VTA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUAI

GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4, JAK
TELEPON {021) 3858001, FAKSIMIL] {021) 3847437, SITUS www.bapepam.go.id

NGAN

ARTA 10710,

oL

DAFTAR PERMINTAAN DAN PEMINJAMAN DATA DAN /ATAU DOK

pemeriksaan langsung terhadap Koperasi/PT ............0 .

UMEN

Berikut ini adalah data dan dokumen yang dibutuhkan dalany rangka

YR w"
m"

Ketua Tirn Pemeriks

..............................

Keterangan:
*) diisi angka 1 apabila dokumen diminta dan angka 2 apablla dokut

dipinjam

aan,

nen
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FORMULIR VI: FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN
PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAA4

: PER-02/BL/2012
: 29 Februari 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUAN

GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4, JAKA
TELEPON (021) 3858001, FAKSIMILI {021) 3847437, SITUS www.bapepam.go.id

GAN

RTA 10710,

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN/
PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN

Pada hari ini berdasérkan Surat

Pemeriksaan Nomor

..................

Nama
NiP

Ketua Tim Pemeriksaan pada Biro Pembiayaan dan Penjaminan, d
untuk melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi/PT
alamat

.........

...........

Sehubungan dengan pemeriksaan tersebut, Koperasi/P1

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama
Jabatan
Alamat

..........

telah menolak wuntuk dilakukan pemeriksaan/membantu K

pemeriksaan’, dengan alasan:

P I I R R R R R R R I I R R R I R R R I

Demikian Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Penolakan N
Kelancaran Pemeriksaan®” ini dibuat dengan sebenarnya:

Jakartd,

Koperasi/PT Ketua Tim Pemeriks:

...............................................................

..........................................

*) coret yang tidak perihu

Perintah

itugaskan
dengan

elancaran

Membantu

ian,
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FORMULIR VII: FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN PEMERIKSAA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONEﬁ
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMEBAGA KEUA

TELEPON (021} 3858001, FAKSIMILI {021) 3847437, SITUS www.bapepam.go.id

A

GAN

GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4, JAKARTA 10710,

i

BERITA ACARA PENUNDAAN PEMERIKSAAN

Pada hari ini ......... , tanggal ......... berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Nomor........ .. tanggal......... , Koperasi/PT ............. dan Tim
Pemeriksaan sepakat untuk melakukan penundaan pemeriksaan dengan
alasan:

Demikian Berita Acara Penundaan Pemeriksaan ini dibuat dengan
sebenarnya.

Jakarta, ................
Koperasi/PT ........... , Ketua Tim Pemeriksaan,
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FORMULIR VIII: FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

am dan LK
bL/2012
1wl 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONE!
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUA

GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4, |
10710, TELEPON (0210 3858001, FAKSIMIL| {0210 3847437, SITUS www.bapepam.go.id

B1A
NGAN

AKARTA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

.........................

Pada hari ini, tanggal , Tim Pemeriks
Pembiayaan dan Penjaminan berdasarkan Surat Perintah Pe
Nomor tanggal telah melaksanakan perny
terhadap Koperasi/PT , dengan alamat

Kepada Koperasi/PT telah ditunjukkan Surat
Pemeriksaan dan dijelaskan tentang tujuan pemeriksaan yait]

saan Biro
neriksaan
reriksaan

Perintah
1 untuk

memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan keuangan

dan laporan kegiatan usaha dan menilai kepatuhan terhadap K
peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Peg
Infrastruktur serta ketentuan peraturan perundang-undangan |
terkait dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pemeriksaan telah dilaksanakan dari tanggal

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh K
Pemeriksaan dan pihak yang mewakili Koperasi/PT

Jakarta,

.................

Koperasi/PT Ketua Tim Pemeriksa

.....................................................................

retentuan
mbiayaan
ain yang

letua Tim

11,
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FORMULIR IX: FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PENAN]Z)}‘&TAI1

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

: 29 Febry

hbam dan LK
BL/2012
ari 2012

NGANAN

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEU

GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4, J
TELEPON (021) 3858004, FAKSIMILI (021) 3847437, SITUS www.bapepam.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON§

=SIA
ANGAN

AKARTA 10710,

BERITA ACARA PENOLAKAN PENANDATANGANAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

dengan alamat

...............................................

Koperasi/PT

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama
Jabatan
Alamat

..........

.........

telah menolak untuk menandatangam Berita Acara Pemeriksaa
alasan:

...............................................................

Demikian Berita Acara Penolakan Penandatanganan Be
Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta,

.................

Koperasi/PT

Sehubungan dengan pemeriksaan tersebut, Koperasi/PT

Pada hari ini ......... , tanggal ........ berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Nomor ......... tanggal ......... Tim Pemeriksaan pada Biro
Pembiayaan dan Penjaminan telah melakukan pemeriksaan| terhadap

n, dengan

rita Acara

Ketud.Tim Pemeriksaan,

-------
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FORMULIR X: FORMAT SURAT PENGANTAR LAPORAN®*

HASIL PEM
SEMENTARA :

]
Ll

pam dan LK

BL/2012

rari 2012

ERIKSAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONES|
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUAN

GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 14

b

JAKARTA 10710, TELEPON {021} 3858001, FAKSIMILI (021) 3847437, SITUS www.bapepam.q¢.

A

Nomor : ......ovveees
Lampiran : satu berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara

Yth.
Pengurus/Direksi
Koperasi/PT
(alamat)

----------------

Sehubungan dengan telah dilaksanakan pemeriksaan

Koperasi/PT berdasarkan Surat Perintah Pemeriksag

tanggal , bersama ini kami sampaikan Lapqg

Pemeriksaan Sementara. Saudara dapat menyampadikan tangg;
hasil pemeriksaan dimaksud paiing lama 15 (lima belas) hari ke;
diterimanya surat ini. Selanjutnya, jika diperlukan akan
pembahasan lebih lanjut atas tanggapan yang Saudara sampai
dalam jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan syang berisi
atau terdapat tanggapan yang berisi persetujuan‘jf_? atas Lapo
Pemeriksaan Sementara, maka Laporan Hasil Pemeriﬂl&saan Semern

ditetapkan sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan Final.. 9
Demikian agar Saudara maklum.

a.n.Ketua

Penjaminan,

..........................

Tembusan:

1. Ketua;

2. Sekretaris Badan;

3. Pengawas/Dewan Komisaris Koperasi/PT

Kepala Biro Pembiays3

terhadap
in  Nomor
ran Hasil
apan atas
fja setelah
dilakukan
kan. Jika
keberatan
ran Hasil

itara akan

1an dan
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FORMULIR XI: FORMAT SURAT PENGANTAR LAPORAN HASIL PEMI
FINAL (TANPA TANGGAPAN)

v

CRIKSAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUB«LIK INDONE
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUA

GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4
10710, TELEPON (021) 3858001, FAKSIMILI {021} 3847437, $ITUS www,bapepam.go.|

SiA
t{NGAN

JAKARTA

Nomor
Lampiran
Hal

............................

: satu berkas
: Laporan Hasil Pemeriksaan Final

Yth.
Pengurus/Direksi
Koperasi/PT
(alamat)

..............

Sementara kepada Saudara dengan surat Nomor
dan sampai dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhit
tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara diterima tidak ada t
dari Saudara, maka Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara
ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan Final. ‘

Berkenaan dengan hasil Pemeriksaan, diharapkan
memperhatikan dan segera melaksanakan rekomendasi yang terda
.................................. dari Laporan Hasil Pemeriksaan Final *).

Pelaksanaan atas rekomendasi agar disampailcan kep

paling lambat

........

rekomendasi tersebut *).

Demikian agar Saudara maklum.

2. Sekretaris Badan;
3. Pengawas/Dewan Komisaris Koperasi/PT

*) Paragraf ini hanya dicantumkan jika terdapat rekomendasi.

neriksaan
ung sejak
anggapan

dimaksud

Saudara

hat dalam

ada kami

disertai dengan dokumen pe‘ridukung pelaksanaan

raan dan

a.n.Ketua
Kepala Biro Pembiay
Penjaminan
NIP (oo
Tembusan:
1. Ketua;




LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapeppm dan LK
Nomor .. :PER-02/BL/2012
Tanggal * .29 Februgri 2012

od
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FORMULIR XII : FORMAT SURAT PENGANTAR LAPOR!{N HASIL PEM

FINAL (DENGAN TANGGAPAN) -,J_

ERIKSAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TELEPON {021) 3858001, FAKSIMILI (021) 3847437, SITUS www. bapepam.go.id

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUA

GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4, JAH

NGAN

ARTA 10710,

Nomor
Lampiran
Hal

......................................

: satu berkas
. Laporan Hasil Pemeriksaan Final

Yth.
Pengurus/Direksi
Koperasi/PT
(alamat)

............................

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor

................... dan Berita Acara Pembahésan Lapor.

Pemeriksaan Sementara Nomor

kami sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Final

yang
Berkenaan dengan hasil Pemeriksaan, -diharapkan
memperhatikan dan segera melaksanakan rekomendasi yang terda

........................................

dari Laporan Hasil Pemeriksaan Final

Pelaksanaan atas rekomendasi agar disargpaikan kep
paling lambat

rekomendasi tersebut*}.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n.Ketua
Kepala Biro Pembiay
Penjaminan,
NIP ...
Tembusan:
1. Ketua,;

2. Sekretaris Badan;
3. Pengawas/Dewan Komisaris Koperasi/PT

*) Paragraf ini hanya dicantumkan jika terdapat rekomendasi.

, maka be

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara yang telah dise

tanggal
an  Hasil
rsama int
disusun

suaikan.

Saudara

pat dalam
'k) .

nda kami

disertai dengan dokumen pendukung pelaksanaan

raan dan
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FORMULIR XIII: FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN SEMENTARA :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4, JAKARTA 10710,
TELEPON {0211 3858001. FAKSIMILI (021) 3847437, SITUS www.bapenam.ao.id
BERITA ACARA
PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEMENTARA
Pada hari ini, ........... tanggal ... bertempat di|.............
telah dilakukan pembahasan keberatan Koperasi/PT ............. atas Laporan
Hasil Pemeriksaan Sementara. Pembahasan dimaksud akan djgunakan
sebagai bahan pertimbangan oleh Tim Pemeriksaan dalam menyusun
Laporan Hasil Pemeriksaan Final. Hadir dalam pembahasan tergebut .....
orang dari Biro Pembiayaan dan Penjaminan dan ... orang dart
Koperasi/PT ............. (daftar hadir terlampir).
Hasil pembahasan tersebut adalah sebagaimana terlampif.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, ...........ooo bl
Koperasi/PT ............ , Penyelia Pemeriksaan,
.
....................................
Jabatan: ... NIP .
Ketua Tim Pemeriksaan,

........................

.......
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. Peraturah Ketua Bapepam dan LK
Nomor ' :PER-02/BL/2012
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FORMULIR XIV: FORMAT LEMBAR KERJA PEMERIKSA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 14, JAKARTA 10710,
TELEPON {021) 3858001, FAKSIMILI (021) 3847437, SITUS www.bapepam.go.id

LEMBAR KERJA PEMERIKSA

Nama Pemeriksa e
Ketua Tim L e
Penyelia .
Tanggal Pemeriksaan : ...

Paraf Penyeliq:




LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor  :PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
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FORMULIR XV: FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KOPERASI/PT ..o,

Nomor Laporan
Tanggal Laporan
Jenis Pemeriksaan

Periode Pemeriksaan




LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapep
Nomor : PER-02/¥
Tanggal : 29 Febru

- 56 -

am dan LK
BL./2012
arl 2012

Isi

Laporan Hasil Pemeriksaan secara garis besar terdiri dari:

LAPORAN SINGKAT HASIL PEMERIKSAAN

.................................

Disajikan secara ringkas yang terdiri dari:

1.

(0200 | BN SN S B O

Paragraf Pendahuluan, berisi:

Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan, ruan

pemeriksaan, periode pemeriksaan, jenis pemeriksdan, dan m
tujuan pemeriksaan. '

. Paragraf Isi, berisi:

Penjelasan ringkas tentang hasil pemeriksaan yang telah dilaksan

. Paragraf Penutup, berisi:

Pernyataan bahwa hasil pemeriksaan selengkapnya ada dalam lap

Jakarta, tanggal, bulan,
TIM PEMERIKSAAN TANDA TANGAN
. Penyelia / NIP 1.
. Ketua / NIP 2.
. Anggota / NIP 3.
. Anggota / NIP 4.
. Anggota / NIP 5.
. dst. o.
Ditetapkan,
a.n. Ketua
Kepala Biro Pembiayaa
Penjaminan,

g lingkup

aksud dan

hlkan.

oran ini.

tahun

n dan




LAMPIRAN

1I. Hasil Pemeriksaan

III. Kesimpulan

1V.Saran dan Rekomendasi

Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februgri 2012
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KOPERASI/PT ................|
TAHUN......................0
Informasi Umum
(Bagian ini memuat informasi umum terkait pemeriksaan| terhadap
perusahaan pembiayaan infrastruktur antara lain dasar hukum
dilakukannya pemeriksaan, jenis pemeriksaan, Nomor Surat Perintah |
Pemeriksaan, komposisi tim pemeriksaan, tujuan’ pemeriksagn, ruang

lingkup pemeriksaan, pedoman pemeriksaan, kondisi umum g
pembiayaan infrastruktur, dan informasi umum lainnya terkait pe
yang telah dilaksanakan terhadap perusahaan pembiayaan infrast

A. Aspek Kelembagaan

(Bagian ini memuat hasil-hasil pemeriksaan terhadap aspek kg
perusahaan pembiayaan infrastruktur yang antara lain
kriteria/ketentuan yang berlaku dan kondisi yang ada pada ¢
pembiayaan infrastruktur.)

. Aspek Operasional

(Bagian ini memuat hasil-hasil pemeriksaan terhadap aspek ¢
perusahaan pembiayaan infrastruktur yang antara lain
kriteria/ketentuan yang berlaku dan kondisi yang ada pada g
pembiayaan infrastruktur.}

. Aspek Keuangan

(Bagian ini memuat hasil-hasil pemeriksaan terhadap aspek
perusahaan pembiayaan infrastruktur yang antara lain menge
dan kondisi yang ada pada perusahaan pembiayaan infrastrukt

. Lain-lain

Hal-hal yang belum tercakup pada point A s.d. C (jika ada).

erusahaan
meriksaan
ruktur.)

lembagaan
mengenat
erusahaan

vperasional
mengenai |
lerusahaan

keuangan

nai kriteria

ur.)




LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapep
Nomor

Tanggal
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BAB V
PENGENDALIAN PEMERIKSAAN

Pengendalian pemeriksaan
Pemeriksaan PPl dilakukan

bertujuan untuk memastikan
sesuai

ag
dengan Pedoman Pemerik

memastikan seluruh Tujuan Pemeriksaan dapat tercapai secara ¢

efektif. Pengendalian pemeriksaan merupakan kegiatan penilaian kiy
dari penyusunan rencana pemeriksaan sampai dengan tindak 1
rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. ; Objek pe
pemeriksaan adalah pemeriksa dan setiap kegiatan yang berkait
pemeriksaan. Pengendalian tersebut terdiri dari pengendalian

pelaksanaan rencana pemeriksaan dan pengendalian perhadap pe

pemeriksaan.

1. Pengendalian Terhadap Rencana Pemeriksaan

am dan LK

: PER-02/BL/2012
: 29 Februari 2012

ar  Proses
saan dan
fisien dan
erja mulail

ngendalian
an dengan

terhadap
laksanaan

Pengendalian terhadap rencana pemeriksaan dilakukan oleh Renanggung
Jawab Pemeriksaan dan Penyelia Pemeriksaan antara lain terhadap aspek-

aspek sebagai berikut:
a.
b.

penyusunan rencana pemeriksaan;

penggunaan waktu kerja dan jumlah pemeriksa yang diperlu
menyelesaikan kegiatan pemeriksaan; dan

c. pencapaian target pemeriksaan.

kan untuk

Penanggung Jawab Pemeriksaan dan Penyelia Pemenksaan sec
mengevaluasi Rencana Kegiatan Pemeriksaan. Jika terjadi penyimp:
signifikan atau potensi penyimpangan rencana pemeriksaan te
Penanggung Jawab Pemeriksaan dan Penyelia Pemeriksaan h

ra berkala
ngan yang
dentifikasi,
s segera

mengambil tindakan wuntuk melakukan perbaikan atas penyimpangan
tersebut.

Selanjutnya, Penanggung Jawab Pemeriksaan menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan pemeriksaan PPl kepada Ketua Bapepam dan LK paling
lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.

Contoh format Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Perusahaan

Pembiayaan Infrastruktur terdapat dalam Formulir XVI.

Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan

Pengendalian terhadap pelaksanaan pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh
Proses Pemeriksaan setelah tahapan Perencanaan Pemeriksdan selesal
dilakukan, yaitu mulai dari Persiapan Pemeriksaan, Pelaksanaan Pemeriksaan
Lapangan, Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan hingga Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan. Pengendalian terhadap pelaksanaan @ pemeriksa tersebut
dilakukan oleh Penanggung Jawab Pemeriksaan, Penyelia Pemeritsaan, dan

Ketua Tim Pemeriksaan antara lain terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

persiapan pemeriksaan sebelum pemeriksaan lapangan dilaldsanakan ;

a.

b. prosedur pemeriksaan yang telah dilaksanakan Tim Pemeriljrsaan, data
dan informasi yang diperoleh Tim Pemeriksaan, atau KKP;

c. hasil pemeriksaan dan penuangannya dalam konsep LHPS |dan LHPF;
dan

d. pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

anjut atas
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Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
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Jika terjadi penyimpangan yang signifikan atau potensi penyimpangan
pelaksanaan pemeriksaan teridentifikasi, harus segera diambil tindakan untuk
melakukan perbaikan atas penyimpangan tersebut. Dalam hal ini] Ketua Tim
Pemeriksaan harus selalu berkonsultasi dengan Penyelia Pemeriksaan yang
selanjutnya membahas tindakan koreksi atau perbaikan yang akan|dilakukan.
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Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
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FORMULIR XVI; FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN

TAHUNAN

TELEFON (021) 3858001, FAKSIMILI (021) 3847437, $ITUS Www.bapepam.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4, JAKARTA 10710,

S.
B. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
1.
2.
C. KENDALA PEMERIKSAAN
I.
2.
D. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

I. Executive Summary
II. Laporan Kegiatan Pemeriksaan Berkala/Setiap Waktu
A. UMUM
1. Dasar Hukum
2. Tujuan Pemeriksaan
3.
4

. Periode Pemeriksaan

Ruang Lingkup Pemeriksaan

Komposisi Tim Pemeriksaan

Persiapan Pemeriksaan

Temuan Hasil Pemeriksaan

Faktor Internal
Faktor Eksternal
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Peraturan Ketua Bapgpam dan LK
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BAB V1
PENUTUP

Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur agar dijadikan
acuan dalam penyelengaraan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001

NIP 195710281985121001




